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Artinya : Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai

cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
(Q.S Al Anfal ayat 28)

! Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajiwd dan Terjemahannya Dilengkapi
dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, (Bandung: SYAAMIL QURAN). 180.
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ABSTRACT

Muhammad Hafidh Arrosyid, 2021: Implementasi Pemenuhan Hak Anak
Penyandang Disabilitas D Keluarga (Studi Kasus Anak Disabilitas
Di Kabupaten Lumajang)

Kata Kunci: Hak, Pemenuhan, Anak Penyandang Disabilitas

Setiap manusia yang terlahir di dunia pasti memiliki hak-hak dasar, dan
hak-hak tersebut sudah paten untuk semua manusia, tidak terkecuali termasuk
penyandang cacat atau disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan golongan
orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sensorik dalam kurun
waktu yang cukup lama, mereka juga memiliki kesulitan dan hambatan untuk
berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka termasuk golongan yang rentan dan
lemah artinya mereka masih sering menerima perlakuan yang kurang segan
semacam diskriminasi dan hak-hak para penyandang disabilitas yang tidak
terpenuhi. Namun sebelum berjalan kearah yang lebih jauh, adanya peran orang
tua membuat anak menjadi hal yang tidak buruk. dengan adaya orang tua anak
merasa aman karena orang tua membuat banyak upaya untuk pemenuhan-
pemenuhan atas hak anak termasuk hak anak penyandang disabilitas. Kemudian
sebagai orang tua harusnya mengerti tentang apa saja hak anak penyandang
disabilitas di keluarga, bagaimana cara keluarga dalam melakukan pemenuhan
tersebut karena hak-hak anak penyandang disabilitas berbeda dengan hak-hak
anak non disabilitas.

Fokus penelitian yang adalam skripsi ini adalah: 1) implementasi
pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang sudah dilaksanakan di
keluarga? 2) apa saja kendsla yang dialami oleh orang tua dalam melakukan
pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) pemahaman tentang implementasi
pemenuhan hak anak penayndang disabilitas di keluarga. 2) Pemahaman tentang
apa saja kendala yang dialami oleh keluarga pada saat implementasi pemenuhan
hak anak penyandang disabilitas berlangsung.

Dari permasalahan yang sudah ada, maka peneliti menggunakan jenis
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang di
lakukan yakni dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis
datanya menggunakan reduksi data yakni mencari data, kemudian menjabarkan
dan menarik kesimpulan. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi
jenis triangulasi sumber.

Hasil dari karya tulis ini menjadi beberapa kesimpulan 1) terdapat
beberapa macam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas yang perlu
dipenuhi oleh keluarga. 2) setelah terjadi pemenuhan hak-hak anak penyandang
disabilita dalam keluarga, maka peneliti menemukan beberapa faktor sebagai
kendala keluarga dalam melakukan implementasi pemenuhan hak anak
penyandang disabilitas di keluarga
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hak Asasi Manusia (HAM) yakni hak-hak yang harus dimiliki manusia
karena mereka hidup sebagai seorang manusia tidak diberikan oleh mansuai
ataupun suatu hukum. Artinya setiap orang terlahir yang terlahir dengan warna
kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda dia
tetap memiliki hak tersebut dan hak-hak tersebut juga tidak bisa dilepas.t
Dilihat dari sudut pandang manapun setiap manusia pastinya memiliki hak.
Hak merupakan sebuah kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh
hukum yang pastinya suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam
konteks pribadi atau umum. Contohnya adalah hak untuk hidup, hak untuk
merdeka, hak keadilan, dan hak-hak yang lain.?

Hak juga merupakan sebuah kewenangan yang diberikan oleh hukum
secara rasional pada subjek hukum yang menyebabkan dia bisa berbuat
apapun terhadap sesuatu yang menjadi haknya asalkan tidak bertentangan
dengan aturan-aturan yang sudah berlaku dan ketertiban umum ataupun
kepatuhan yang sudah ditetapkan.®> Namun, ternyata Hak anak merupakan
suatu yang melekat pada setiap anak yang dari hak tersebut terbagi menjadi
empat hak dasar yaitu hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan
berkembang, hak untuk memperoleh perlindungan, dan hak untuk

berpartisipasi. Anak merupakan seserang yang usianya belum beranjak usia

! Philip Alston, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM Ull, 2008) 11.
2 Zainal Asikin, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada,2012) Cet.1. 115.
¥ Lysa Angrayni, Diktat Pengantar Ilmu Hukum, (Riau, Suska Press, 2014) 31-32.



18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan
bahwa perlindungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menjamin
dan melindungi anak atas hak haknya agar bisa hidup, tumbuh dan
berkembang secara optimal dan maksimal yang sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta bisa melindungi dari segala bentuk kekerasan dan
diskrimansi.* Hak anak merupakan Hak Asasi Manusia merupakan bagian
dari subjek HAM yang memberikan pengakuan tentang anak-anak yang
membutuhkan dukungan dan perlindungan khusu berkembang. Hak anak juga
bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi
oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah
daerah.

Penciptaan hak yang khusus ini mendasari atas kenyataan bahwasannya
status sebagai seorang anak sangat rentan terancam integritas dan
martabatanya maka dari itu membutuhkan suatu perlindungan yang khusus.
Anak-anak biasanya mendapatkan resiko yang lebih besar dari orang dewasa
diperlakukan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek mereka dianggap
sebagai symbol status bagi suatu rumah tangga. Dalam ranah sosiologis anak
merupakan bagian dari stuktur sosial masyarakat yang membuat agar hak-ahak
anak tersebut juga dapat memenuhi hak-hak secara layak agar anak bisa
melaksanakan tumbuh kembang secara baik dan melakukan tanggung

jawabnya sebagai seorang anak dengan benar. Maka dari itu Hak Asasi

* Undang-Undang Republik Indonesoa Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf
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Manusia mengaitkan kepada anak untuk membebaskan anak-anak dari hal
yang buruk agar mereka bisa berlindungan atas Hak Asasi Manusia.’

Salah satunya adalah hak yang biasanya kurang dianggap dan
disepelekan yakni bagi hak-hak bagai sodara kita yakni penyandang
disabilitas. Orang-orang berkebutuhan khusus sering disebut juga mereka
dengan istilah “Disabilitas™ kata disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yakni
disability (jamak: disabilities) yang berarti ketidakmampuan. Dalam konteks
Dunia, penyebutan yang paling sering digunakan yakni disability. Golongan-
golongan tersebut dapat kita penggil dengan sebutan persons with disabilities,
dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai seorang penyandang disabilitas.®

Salah satu ayat Al-quran yang menjelaskan tentang penyandang
disabilitas, walaupun tidak secara secara detail terdapat pada Q.S At-Tin ayat

4 sebagai berikut :
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Artinya : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang
sebaik-baiknya.’

Dalam penciptaan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya dalam
artian yang sempurna namun bukan berarti tidak manusia dengan sebuah

kekurangan. Pasti setiap manusia yang lahir di dunia mempunyai kerbatasan

5 Adzkar Arsini, Alghifari Al Agsa dan Kusnadi, Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia: Modul
Pelatihan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) Untuk Anak Jalanan (Jakarta: The
Indonesian Legal Resource Center, 2012) 33-34. https://id1lib.org/book/6070105/9d7c09

® Arni Surwanti dkk, Advokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif (Yogyakarta :
Majelis Pemberdayaan  Masyakarat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016), 23.
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/13932/BUKU%201 -
%20ADVOKASI%20KEBIJAKAN%20PRODISABILITAS%20-

%20lengkap%20SAMPUL .compressed.pdf?sequence=1&isAllowed=y

" Kementrian Agama RI, Al-Quran Tajiwd dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul
dan Hadits Sahih, (Bandung: SYAAMIL QURAN)



https://id1lib.org/book/6070105/9d7c09
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/13932/BUKU%201-%20ADVOKASI%20KEBIJAKAN%20PRODISABILITAS%20-%20lengkap%20SAMPUL.compressed.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/13932/BUKU%201-%20ADVOKASI%20KEBIJAKAN%20PRODISABILITAS%20-%20lengkap%20SAMPUL.compressed.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/13932/BUKU%201-%20ADVOKASI%20KEBIJAKAN%20PRODISABILITAS%20-%20lengkap%20SAMPUL.compressed.pdf?sequence=1&isAllowed=y

dan kekurangan. Golongan orang-orang dengan keterbatasan tersebut misal
terlahir dengan kekurangan fisik, mental, psikologs atau kurang bisa
mendengar, melihat disebut dengan penyandang disabilitas. Penyandang
disabilitas merupakan orang dengan keterbatasan atau kekurangan dalam
bentuk fisik atau non fisik. Mereka juga memiliki jangka waktu berbeda
dalam kondisi keterbatasan tersebut. disisi lain Kkita juga sebagai manusia
yang terlahir dengan kondisi tidak seperti mereka untuk tidak meluapkan
sesuatu yang buruk terhadap golongan mereka yang memiliki kekurangan
(disabilitas) hendaknya kita juga membantu dalam pemenuhan hak dalam
sudut kita sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang
disabilitas adalah Orang-orang berkebutuhan khusus disebut juga mereka
dengan istilah “Disabilitas” kata disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yakni
disability (jamak:disabilities) yang berarti ketidakmampuan. Dalam ranah
Internasional, istilah yang sering digunakan untuk penyandang disabilitas
adalah disability. Yaitu kondisi orang-orangnya disebut dengan persons with
disablities, dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penyandang dengan
disabilitas.® Penyandang Disabilitas dianggap sebagai makhluk lemah, rentan
dan tidak berdaya. Mereka termasuk dalam golongan kelompok yang lemah
atau rentan. Arti kata rentan atau lemah yaitu sebagai golongan yang seringkali

banyak menerima perlakuan diskriminasi dan hak-hak tidak terwujud.

8 Arni Surwanti dkk, Advokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif, Yogyakarta :
Majelis  Pemberdayaan =~ Masyakarat ~ Pimpinan  Pusat ~ Muhammadiyah, 2016.23.
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/13932/BUKU%201-
%20ADVOKASI%20KEBIJAKAN%20PRODISABILITAS%20-
%20lengkap%20SAMPUL.compressed.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Harusnya penyandang disabilitas memiliki kedudukan hak dan kewajinan yang
sama dengan golongan yang tidak penyandang disabilitas. Mereka juga
termasuk bagian dari warga negara indonesia yang seharusnya pantas
mendapat perlakuan khusus mulai dari perlindungan diskriminasi dan
pelanggaran hak asasi manusia.’ Perlindungan khusus yakni suatu bentuk
perlindungan yang dapat diterima oleh anak dalam situasi kondisi tertentu agar
anak tersebut meerasa diri aman dari ancaman yang dapat membahaykan diri
dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Berikut beberapa ayat Al-quran yang menjelasan mengenai pemenuhan

hak anak, terdapat pada Q.S Al — Kahfi Ayat 45 sebagai berikut:
. L 2T~ 2 /9/f~///,/w°.a \//9.: /./4 /, ,,&/
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Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal
kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi

Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan..'

]
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Anak merupakan suatu yang harus dijaga karena dia adalah salah harta
dunia yang bisa titipan dari Allah kepada orang tua. Sebagai orang tua baiknya
memberi apa yang memang butuhkan oleh anak salah satunya yaitu

menjaganya dengan memberikan pemenuhan hak hak atas anak. Dengan

% Frichy Ndauman, Hak Penyandang Disabilitas Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh
pemerintah daerah, (Kupang: Kementrian Hukum dan HAM RI, 2020) Jurnal HAM Volume 11,
Nomor 1, April 2020 32.

0 Kementrian Agama RI, Al-Quran Tajiwd dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun
Nuzul dan Hadits Sahih, (Bandung: SYAAMIL QURAN).



terpenuhinya hak hak mereka maka orang tua akan menghasilkan anak dengan
kepribadian yang baik, riang dan gembira.™

Dalam permasalahan seperti ini keluarga menjadi unit pertama dan
langkah awal dalam pemberian hak anak. Khususnya orang tua yang bisa
mengkondisikan keluarga khususnya suami sebagai ayah dan isri sebagai
seorang ibu untuk dapat mengenal dan memahami kondisi buah hatinya. Anak-
anak menjadi geneasi penerus untuk masa depan dan meneruskan dari generasi
sebelumnya. Maka pada tahap ini orang tua harus memberikan banyak banyak
pemenuhan hak atas anak-anaknya, hak dan kewajiban harus dipenuhi yang
memiliki tujuan supaya anak mendapatkan tumbuh kembannya dan
berpartisipasi secara optimal dari lingkungan masyarakat. Maka dari itu peran
keluarga yang sesuai dalam proses pemenuhan hak-hak anak akan membuat
dirinya merasa dicintai dan disayangi sesuai dengan pemenuhan hak hak anak.
Pemenuhan hak anak yang perlu dilakukan oleh orang tau hari di dasari dengan
segala sesuatu yang berhubungan dengan anak mulai dari hak pendidikan, hak
hidup, hak asuh, hak mendapatkan harta benda, hak mendapatkan ASI, hak
nafkah, hak keadilan, hak perlindungan sampai dengan hak mendapatkan cinta
kasih.*? Oleh sebab itu, hal tersebut akan menjadi sebuah kesepakatan agar bisa
memenuhi hak-hak anak sebagai seorang manusia dan hal tersebut juga bisa

mewujudkan dunia yang pantas bagi mereka. Anak-anak harus bisa

! Dike Farizan Dadhillah, Santoso Tri Raharjo dan Ishartono, Pemenuhan Hak Anak Dalam
Keluarga Di Lingkungan Prostitusi. 91

. https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13262/6102

2 HM. Budiyanto, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/149/120



https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13262/6102
https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/149/120

melaksanakan perkembangan dirinya secara wajar, agar dapat melaksakanakan
tanggung jawab tersebut maka pemenuhan atas hak-hak anak harus terpenuhi
secara menyeluruh.

Beberapa fenomena yang ada masih banyak orang tua yang masih belum
tau tentang bagaimana melakukan pemenuhan terhadap anaknya. Terkarang
orang tua membuat alasan dengan mengatasnamakan kondisi anak-anak
mereka yang tergolongan disabilitas. Perlakukan seperti ini tidak hanya terjadi
di desa atau tempat terpencil namun di beberapa tempat yang masih wilayah
kabupaten dengan cakupan yang lebih luas ternyata juga masih terdapat
masalah-masalah seperti ini yang mana orang tua tidak mengetahui apa saja
kewajiban orang tua kepada anaknya dan hak-hak apa saja yang harus
didapatkan oleh anak dari orang tuanya. Orang tua hanya memberikan apa
yang dia punya namun belum tentu apa yang dipunyai orang tua sudah
mencukupi atau memenuhi kebutuhan anak yakni tentang pemenuhan hak-hak
anak disabilitas.

Dalam hukum keluarga Islam terdapat beberapa penjelasan mengenai
hak asuh anak dan anak disabilitas Hak asuh anak dalam Pasal 45 ayat 1
Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan
bahwa hak asuh anak merupakan kewajiban orang tua dalam memelihara dan
mendidik anakn. Kewajiban orang tua sebagai pelaku pemberikan hak-hak
anak berlaku apabila anak tersebut belum mumayyiz (belum genap 12 tahun)
maka hak asuh itu bisa diberikan kepada ibunya dan jika sudah mumayyiz

yakni genap 12 tahun maka hak asuhnya bisa diberikan kepada anaknya. Hak



yang dimakaud adalah sesuatu yang merupakan miliki atau dapat dimiliki
oleh suami dan istri yang berasal dari pernikahannya.'®* Dan untuk pemilihan
hak asuh dalam kategori mumayyiz anak tersebut bisa memilih mana antara
ayah dan ibu sebagai hak asuh atas pemeliharaannya.** Dalam kajian Hukum
Islam sesuai dengan hukum keluarga bahwa penyandang disabilitas
merupakan salah satu hal yang patut diperhatikan terutama pada hak-hak anak
disabiltas.

Seperti halnya tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang berisi
tentang rehabilitasi yang isinya tentang apa saja yang harus dipenuhi dan
yang menjadi tujuannya adalah golongan terkait masalah sosial yaitu
kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan
penyimpangan perilaku, korban bencana dan juga korban tindak kekerasa,
eksploitasi dan diskiriminasi.'®> Salah satu hal tercakup adalah kecacatan atau
bisa kita sebut dengan penyandang disabilitas yang mana mereka juga harus
mendapat pemenuhan dan perlindungan hak yang sama.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan peneliti diatas,
membuat peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang pemenuhan
hak anak penyandng disabilitas. Kemudian peneliti tertarik dan membuat

kajian skripsi dengan judul : Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang

'3 Busriyanti, Figh Munakahat, (Jember: STAIN Jember Press, 2013). 105.

! Faridaziah Syahrain, Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif
Hukum Islam, Lex te Societatis, Vol. V/No. 7/Sep/2017. 103.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18095/17619

> peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97913/perda-kab-lumajang-no-4-
tahun-2018



https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18095/17619
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97913/perda-kab-lumajang-no-4-tahun-2018
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97913/perda-kab-lumajang-no-4-tahun-2018

Disabilitas Dalam Keluarga (Studi Kasus Anak Disabilitas Di Kabupaten
Lumajang)
B. Fokus Penelitian
Dari pemarapan alasan peneliti di atas, maka peneliti membagi beberapa
hal untuk menjadi fokus penelitian:
1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di
keluarga studi kasus anak penyandang di kabupaten lumajang?
2. Apa saja kendala pada implementasi pemenuhan hak anak penyandang
disabilitas di keluarga studi kasus anak penyandang di kabupaten lumajang?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui tentang implementasi pemenuhan hak anak penyandang
disabilitas di keluarga studi kasus anak penyandang di kabupaten lumajang
2. Untuk mengetahui tentang kendala dalam implementasi pemenuhan hak
anak penyandang disabilitas studi kasus anak penyandang di kabupaten
lumajang
D. Manfaat Penelitian
Peneliti mempunyai harapan besar agar karya atau hasil penelitian bisa
menjadi salah satu referensi keilmuan khususnya bagi pembaacanya. Berikut
beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini :
1. Manfaat secara teoritis
a. Diharapkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan bisa memberikan
ilmu dan pengertian tentang pemenuhan hak anak penyandang disabilitas

bagi para pembacanya.
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b. Hasil dari penelitian tersebut bisa digunakan sebagai acuan untuk
penelitian lebih lanjut tentang pemenuhan hak anak penyandang
disabilitas maupun anak non disabilitas.

2. Manfaat secara praktis

a. Untuk penulis sendiri semoga penelitian ini dapat menjadi penelitian
ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan nilainya dan hasil akhirnya.

b. Bagi masyarakat semoga penelitian ini bisa memberikan ilmu dan
informasi tentang pentingnya pemenuhan hak terhadap anak penyandang
disabilitas.

c. Hasil penelitian yang telah terlaksana mengharapkan bisa menjadi nilai
akhir untuk keperluan akademis yang salah satunya menjadi syarat
mahasiswa yang sudah membaktikan dirinya untuk belajar dan menuntut
IImu pada Lembaga perguruan tinggi Universitas Islam Kiai Haji
Achmad Shiddiq Jember. Dan bisa memberikan banyak wawasan dalam
hal pemenuhan hak terhadap anak penyandang disabilitas.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang beberapa ulasan yang berisi tentang pusat
sorotan perhatian penelitian yang sesuai dengan judul penelitian. Tujuan dari
definisi istilah untuk menghindari kesalahan dalam arti istilah yang sesuai dan
nyambung oleh penulis. Judul penelitian tersebut adalah “Implementasi Smart
Parenting Pada Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Keluarga
Islam (Studi Kasus Keluarga Penyandang Disabilitas)”. Pada judul yang sudah
dibuat oleh peneliti terdapat beberapa kata ataupun istilah yang perlu diberi

beberapa penjelasan agar sesuai dengan permasalahan yang ada.
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1. Pemenuhan Hak Anak
Pemenuhan hak merupakan upaya pemerintah, orang tua, masyarakat
atau badan hukum yang berusaha untuk memberikan kewenangannya atas
pemenuhan hak hak yang bertujuan agar hak hak anak tersebut terlaksana
sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku.
2. Penyandang Disabilitas
Penyandang disabilitas merupakan golongan orang yang memiliki
keterbatasan atau kekurangan dalam beberapa hal mulai dari panca indra,
secara fisik, mental ataupun beberapa bagian tubuh lainnya yang kurang
bisa berfungsi dengan semestinya dan biasanya dalam jangka waktu yang
lama.
3. Keluarga
Keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungan ikatan
perkawinan secara sah menurut agama. Terdiri dari ayah atau suami, ibu
atau istri dan anak sebagai hasil dari ikatan perkawinan yang sah. Pada
keluarga terdapat suatu interaksi yang membuat mereka melakukan
perannya masing-masing untuk tujuan yang sama.
F. Sistematika Pembahasan
Sebagai jembatan untuk memudahkan dalam pemahaman dan penulisam
skripsi, maka dibutuhkan sistematika dalam pembahasan agar pembaca dapat
dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB vyang pertama terdapat pendahuluan yang menjabarkan secara

umum isi penelitian ini. Pada bab yang pertama ini penulis menjelaskan
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tentang latar belakang penelitian, fokus masalah, tujuan dari penelitian,
manfaat dari penelitian, definisi istilah, metode penelitian, sampai sistematika
penulisan. Yang menggambarkan semua isi penyusunan penelitian.

BAB yang kedua terdiri atas pemaparaan penelitian terdahulu untuk
perbandingan dalam penyusunan karya ilmiah dan kajian teori yang
berhubungan judul skripsi yakni tentang bagaimana penerapan pemenuhan hak
anak oleh orang tua yang memiliki anak dalm kondisi penyandang disabilitas.

BAB yang ketiga berisi tentang metode penelitian yang digunakan
peneliti untuk menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang
dilakukan penulis, kemudia lokasi penelitian yakni tempat atau lokasi peneliti
untuk peneliti permasalahannya, lalu ada subjek penelitian, kemudia cara
mengumpulkan data, analisis data, keabsahan data, dan yang terakhir tentang
tahapan penelitian.

BAB yang keempat merupakan pembahasan bagaimana cara peneliti
untuk penyajian dan analisis secara jelas tentang objek penelitian, fokus kajian
dan pembahasan tentang implementasi pemenuhan hak anak penyandang
disabilitas dalam keluarga (studi kasus anak disabilitas di kabupaten lumajang)

BAB yang kelima merupakan bab terakhir dari penulisam skipsi yang
didalamnya terdapat kesimpulan dan saran. Kemudian dilengkapi dan ditutup
dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran untuk tambahan dukungan untuk

mendukung penelitian ini.



BAB |1
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan sebuah usaha penulis untuk memahami
lebih dalam tentang penelitian yang diteliti dan berhubungan dengan penelitian
yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu juga bisa menjadi pembeda
antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sedang peneliti tulis.

Maka dari itu ada kajian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian

peneliti yakni sebagai berikut :

1. Skripsi dari Rousan Fikri, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam |,
Fakultas Syariah, Universitas Raden Intan pada tahun 2020, dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel
(Studi Kasus Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)”.'® Pada skripsi
tersebut menjelaskan tentang peran keluarga terutama orang tua terhadap
anak difabel. Bagaimana cara mereka sebagai orang tua memberikan hak-
haknya kepada anaknya yang difabel. Anak akan bergantung secara penuh
kepada orang tua dan tugas mereka sebagai orang pertama yang berada di
ruang lingkup anak maka orangtua akan menjadi penaggung jawab atas
anaknya. Kemudian peran orang tua tersebut ditinjau dari hukum islam yang
bersumber dari ayat-ayat Al-quran. Apakah peran orang tua yang sudah
diberikah kepada anak difabel sudah sesuai. Metode Penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field reseach) yang bersumber dari

kehidupan yang sebenarnya.

1® Rousan Fikri, Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel : Studi
Kasus Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020 (Skripsi, Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah,
2020).
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2. Skripsi dari Evi Melda, Mahasiswi Jurusan Pengembangan Masyarakat
Islam Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah, Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019, dengan judul “Peran
Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu
Siattinge Kabupaten Bone”.!” Penelitian ini membahas mengenai tentang
peran orang untuk memenuhi hak anak sebagai manusia yang bisa
mewujudkan dunia yang baik dan layak untuk anak itu sendiri, terutama
melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi. Dalam karya ilmiah ini
peneliti menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2014 mengenai Perlindungan anak. Metode dan jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian kualitatif secara deskriptif yakni penulis
mendeskripsikan fenomena atau kejadian yang ada, baik dalam bentuk
ilmiah atau buatan manusia.

3. Skripsi dari Eka Irma Mardiyanti, Mahasiswi Program Studi IImu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2017, dengan
judul “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas
Mental Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Hak
Asasi Manusia”.*® Penelitian skripsi ini menjelaskn tentang pemenuhan hak
Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas karena salah satu hal penting

mengenai hak anak penyandang disabilitas yakni hak Pendidikan. Mereka

" Evi Melda, Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Teluu
Siattinge Kabupaten Bone Tahun Pelajaran 2019/2020 (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, 2019)

'8 Eka Irma Mardiyanti, Pemenuhan Ha katas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Tahun Pelajaran
2017/2018 (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, 2017)
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harus mendapat hak atas Pendidikan secara langsung tanpa diskriminasi
dalam bentuk apapun. Karena hal tersebut menjadi sebuah kehormatan bagi
mereka. Metode peneliti yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis
artinya sebuah Analisa bahan-bahan hukum maupun peraturan perundang-
undangan mengenai masalah yakni ha katas Pendidikan bagi anak
penyandang disabilitas mental yang didukung oleh data lapangan. Data-data
yang diperoleh berasal dari beberapa informan yang mengetahui tentang
hak-hak tersebut.

4. Skripsi dari Dea Amy Rahmawati, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas
Islam Malang pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan
Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Disabilitas Berdsasarkam
Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas”.'® Penelitian ini menjabarkan tentang
perlindungan khusus anak penyandang disabilitas agar bisa memenuhi hak-
haknya dan mendapatkan rasa aman. Menjauhkan dari segala bentuk
diskriminasi dan mendapatkan perlakukan yang sama antara anak biasa
dengan anak penyandang disabilitas. Dalam penelitian tersebut, peneliti
menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana fokus pada
membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan
penelitian  menggunakan pendekatan perundang-undangan. Teknik

pengumpulan bahan hukum mengguankan studu pustaka dengan mencari

% Dea Amy Rahmawati, Analisis Yurus Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak
Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyadang Disabilitas Tahun Pelajaran 2020/2021 (Skripsi,
Universitas Islam Malang, 2021), 17.



16

sumber pada internet, buku, artikel, jurnal, perundang-undangan dan bahan

lain yang relevan dengan penelitian milik peneliti.

. Skripsi dari Panoto, mahasiswa Program Studi llmu Hukum, Fakultas

Hukum, Universitas Semarang pada tahun 2017, dengn judul “Pelaksaan
Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak”.?’ Pemenuhan hak anak dalam penelitian ini dilakukan oleh Lembaga
atau instansi yakni panti asuhan. Peneliti berusaha untuk mengaitkan
sebagaiman pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh yang ada dalam undang-
undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Peneliti mencari
apasaj kendala yang ada pada panti asuhan tersebut. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis sosiologis yang mana pemecahan masalahnya
dilakukan deengan menggambarkan keadaan objek atau subjek. Peneliti
menggunakan metode analisi data dengan penelitian kualitatif karena

peneliti bisa mengetahui tentang kehidupan masyarakat dan fenomena yang

ada.
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Persamaan Perbedaan

1. Rausan Fikri Tinjauan hukum Persamaanya Letak
islam tentang peran | menggunakan perbedaan bisa
keluarga terhadap metode dilihat dari
anak difabel (Studi | penelitian tinjauan hukum
Kasus Kecamatan kualitatif, lalu islam which is
Sukabumi Bandar persamaan berbeda dengan
Lampung lainnya peneliti | peneliti

% panoto, Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang
Berdasarkan Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tahun Pelajaran
2018/2019, (Skripsi, Universitas Semarang, 2018).
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juga melihat
peran orang tua
kepada
anaknya.

lakukan yakni
meggunakan
hukum
keluarga islam
sebagai sudut
pandang dalam
implementasi
smart
parenting,
perbedaan satu
lagi yakni
lokasi
penelitian.

Evi Melda

Peran orang tau
terhadap
pemenuhan hak
anak di desa lea
kecamatan tellu
siattinge kabupaten
bone

Persamaan ada
pada  metode
penelitian dan
peran orang tua
dalam
pemenuhan
hak-hak anak.

Perbedaanya
terletak  pada
objek  materil
yang mana
penelitian
tersebut hanya
menjelaskan
peran orang tau
sedangkan
dalam  dalam
penelitian ini
peneliti  lebih
menjelaskan
menggunakan
metode yakni
smart
parenting,
lokasi
penelitian juga
berbeda dengan
penelitian yang
terdahulu.

Eka Irma
Mardiyanti

Pemenuhan hak atas
Pendidikan pada
anak penyandang
disabilitas mental di
provinsi daerah
istimewa
Yogyakarta (dalam
perspektif hak asasi
manusia).

Persamaan ada
pada
pemenuhan hak
anak
penyandang
disabilitas.

Peneliti
terdahulu
memfokuskan
kepada
pemenuhan hak
atas Pendidikan
bagi
penyandang
disabiltas
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Dea Amy Analisi yuridis Persamaan Peneliti
Rahmawati perlindungan yaitu menganalisis
hukum terhadap membahas pasal 5 ayat 3
pemenuhan hak-hak | tentang hak- undang-undang
penyandang hak nomor 8 tahun
disabilitas penyandang 2016  tentang
berdasarkan pasal 5 | disabilitas penyandang
ayat (3) undang- disabilitas,
undang republic peneliti  juga
Indonesia nomor 8 memberikan
tahun 2016 tentang penjelaskan
penyandang tentang
disabilitas. perlindungan
hukum secara
global  yakni
pemerintah
sedang
penelitin - yang
terbaru
menggunakan
metode smart
parenting dan
secara  tidak
langsung
mencakup
perlindungan
yang diberikan
oleh orang tua
terhadap anak.
Panoto Pelaksaan Sama-sama Perbedaan
pemenuhan hak melakukan terletak  pada
anak asuh di panti penelitian atas | siapa yang
asuhan bahtera pemenuhan hak | melakukan
kasih semarang asuh anak. pelaksanaan
berdasarkan yakni panti

undang-undang
nomor 25 tahun
2014 tentang
perlindungan anak.

asuhan bahtera
kasih.
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B. Kajian Teori
1. Definisi Anak

Anak secara istilah merupakan seseorang yang umurnya belum genap
18 tahun. Tercantum pada Pasal 1 KHA (Konvensi Hak Anak) mengartikan
bahwa “setiap manusia yang di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila
menurut hukum yang berlaku bagi tersebut ditentukan bahwa usisa dewasa
dicapai lebih awal”. Artinya apabila anak tersebut belum berumur 18 tahun
namun secara hukum sudah menetapkan bahwa sebelum usia 18 tahun
sudah masuk kategori dewasa. Namun apabila menurut hukum yang telah
berlaku bahwa usia dewasa anak dicapai lebih awal yang berarti setiap
negara memiliki pengakuan dan perizinan ynag berbeda mengenai batas usia
dewasa anak yang lebih awal. (Catherine Beaulieu, 2008) yang pada
umunya usia dewasa dapat kita pahami sebagai batas usia seseorang secara
hukum yang berarti mereka yang sudah dewasa memiliki kapasitas untuk
melakukan perbuatan hukum.* Kemudian ada beberapa undang-undang dan
aturan hukum di Indonesia memberi pengartikan tentang anak dan batas
usianya sebagai berikut:*?
a. KUH Pidana, mengartikan apabila anak yang belum usia 16 tahun
b. KUH Perdata, mengartikan anak yang belum usia 21 tahun dan belum

menikah

1 Adzkar Arsini, Alghifari, Hak anak adalah Hak Asasi Manusia “Modul Pelatihan Anak yang
berkonflik ~ dengan  hukum ABH wuntuk anak jalanan”, (Jakarta: ILRC). 28.
https://book4you.org/book/6070105/9d7c09

22 Adzkar Arsini, Alghifari, 30.



https://book4you.org/book/6070105/9d7c09
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c. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan usianya adalah 21
tahun, untuk usia menikah 16 bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-
laki, anak yang belum umur 18 tahun atau belum pernah mealakukan
pernikahan dan masih dibawah kekuasaan orang tuanya.

d. UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengartikan anak
adalah seseong yang belum 18 tahun, termasuk dalam yang masih dalam
kandungan.

2. Anak Penyandang Disabilitas
Anak Penyandang Disabilitas adalah bagian daripada perbedaan dan
keberagaman, Disabilitas terjadikan dikarenakan oleh lingkunganm bukan
kekurangan fisik seseorang. Terutama bagi Penyandang Disabilitas agar
mereka bisa mendapatkan perlindungan dan berpatisipasi secara penuh dan
efektif berdasarkan kesamaan hak. Tidak lupa juga peran pemerintah dalam
melindungi anak dan juga Anak Penyandang Disabilitas dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Maka dari

itu peran Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga,

dan Pendamping memiliki kewajiban dan bertanggung jawab atas
penyelenggaraan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas.?
Perlindungan hukum merupakan sebuah pengayoman terhadap hak

asasi manusia (HAM) yang dirugikan kepada masyarakat agar bisa

»Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia |,
Menemukenali dan Mesntimulasi Anak Penyandang Disabilitas: Panduan Dasar untuk Orang
Tua, Keluarga dan Pendamping. 23. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f0a66-
menemukenali-dan-menstimulasi-anak-penyandang-disabilitas.pdf



https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f0a66-menemukenali-dan-menstimulasi-anak-penyandang-disabilitas.pdf
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f0a66-menemukenali-dan-menstimulasi-anak-penyandang-disabilitas.pdf
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menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.?* Dengan maksud
lain menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum
yang harus diberikan oleh penegak hukum agar mereka bisa merasa aman
dalam bentuk pikiran atau fisik berupa ancaman atau gangguan dari pihak
manapun. Perlindungan kepada anak merupakan salah satu upaya untuk
mengatasi pada kondisi anak yang bisa melakukan hak dan kewajibannya.
Makud lain dari perlindungan hukum pada anak termasuk perjuwujadan
adanya keadilan dalam suatu masyarakat, yang artinya perlindungan hukum
harus diterapkan pada berbagai aspek kehidupan bernegara atau
bermasyarakat.?

Sama halnya dengan penyandang disabilitas mereka juga mempunyai
kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan mereka yang non
disabilitas. Sudah menjadi hal yang pantas apabila semua golongan warga
masyarakat termasuk penyandang disabilitas mendapat upaya perlindungan
dari berbagai tindakan dikriminasi bahkan pelanggaran hak asasi manusia.
Perlakukan tersebut merupakan wupaya untuk menjunjung tinggi
perhormatan, pemajuan, perlindujgan dan pemenuhan hak asasi manusia
secara universal.?®
Dalam Pasal 13 UNCRPD (United Nation on the Rights of Persons

with Disabilities) mengartikan tentang keadilan bagi penyandang

disabilitas:*’

?* Satjipto Rahatjo, llmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) 54.

2 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985) 123.

?® Madja EI, Muhtaj, Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2008) 273.

?'Dio Ashar, dkk. Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan
hukum, (Jakarta, Cetakan Pertama, 2019) 25-26.
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1. Negara-negara Pihak wajib menjamin secara efektif akses penyandang
disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain,
termasuk melalui dalam akomodasi pengaturan yang berhubungan
dengan prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka menfasilitasi peran
efektif penayndang disabilitas sebagai partisipan langsung atau tidak
langsung. Termasuk juga sebagai saksi dalam semua persidangan,
penyidikan dna tahap-tahap lainnya.

2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses afektif terhadap kedailan bagi
penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak wajib meningkatkan
pelatihan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bidang
penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas adalah bentuk
perlindungan yang diterima mereka sebagai penyandang disabilitas untuk
memenuhi hak dan mendapatkan jaminan rasa aman atau jaminan
terhadap ancaman yang membahayakan diri mereka. Berikut adalah
beberapa tujuan dalam Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas Disabilitas yaitu :?

a. Mewujudkan Penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan
hak asasi menusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas
secara penuh dan setara. Yang dimaksud dengan :asas Penghormatan

terhadap martabat” adalah pengakukan terhadap harga diri

%pasal 3 huruf (a), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas.
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Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan
ditegakkan.

b. Menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Perlindungan, dan
Pemenuhan hak sebagai martabat yan melekat pada diri Penyandang
Disabilitas.

c. Mewujudkan Penyandang Disabilitas daru penelantaran dan
eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta
pelanggaran hak asasi manusia dan;

d. Memastikan pelaksaan upaya Penghormatan, pemajuan, Perlindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembang diri
serta menggunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang
dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi sexara
optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek
kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas sudah menunjukkan kesungguhan Pemerintah
Indonesia untuk menghormati, memenuhi , dan melindungi hak
Penyandang Disabilitas yang pada nantinya bisa meningkatkan
kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan,
politik, pemerintahan, kebudayaan dan pariwisata menjadikan mereka
sebagai Penyandang Disabilitas mendapatkan kesamaan hak dengan

orang yang non disabilitas.
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3. Hak Anak Pada Orang Tua
Kewajiban orang sebagai pemberi hak-hak anak juga terdapat
beberapa macamnya. Muhammad Zaki (2014) juga menyatakan beberapa
hak-hak ana katas orang tua sebagai berikut:?°

a. Hak untuk hidup

Hak untuk hidup adalah sebuah hal paling mendasar untuk setiap
manusia. Sifat adanya hak ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar
lagi (non derogable rights). Hak hidup sendiri sebuah dasar dari
perabadan saat ini yang mana jika tidak ada hak untuk hidup maka
tidak ada juga masalah-masalah dalam hak asasi manusia yang lain.*
Terdapat pelajaran tentang menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh
kembangnya anak yang merupakan sebuah kewajiban namun apabila
dari kita lepas tanggung jawab akan hal itu maka kita dianggap
melalaikan suatu kewajiban. Hak hidup dimulai sejak anak lahir
didunia bahkan hak hidup juga didapatkan sejak anak masih dalam
kandungan. Dalam Islam sama sekali tidak membenarkan perbuatan
menyimpang seperti melakukan aborsi apalagi sampai melakukan

pembunuhan terhadap anak.

» Muhammad Zaki, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, Tenaga Pengajar Fakultas
Syariah IAIN Raden Intan Lampung, ASAS, Vol 6, No. 2, Juli 2014. 5-9
https://media.neliti.com/media/publications/177740-1D-perlindungan-anak-dalam-perspektif-
islam.pdf

% Eva Achjani Zulfa, Menelaah Arti Hak untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia, Dosen
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul dan Universitas Indonesia, (Lex Jurnalica Vol.
3/No.  1/April  2005), 13. https://digilib.esaunggul.ac.  id/public/lUEU-Journal-4681-
EVA_ACHJANI_ZULFA pdf



https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf
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b. Hak untuk mendapat kejelasan nasab
Nasab merupakan hubungan kekeluargaan atas dasar hubungan
darah atau percampuran air lelaki dengan perempuan sesuai dengan
syariah.®! Jelas tidak nya nasab berguna untuk menentukan status anak
agar mereka bisa mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Di dalam
nasab ikatan paling dekat terdapat pada hubungan anak dengan
ayahnya yang membuat bagian tak terpisahkan dari hal yang lain.
Ikatan tersebut yang membuat tali hubungan darah keluarga menjadi
kuat dan menyatu dengan yang lain. Tanpa adanya hubungan nasab
maka tidak hubungan keluarga yang baik terutama hubungan ayah
dengan anaknya.*’ Dengan adanya hubungan yang jelas ini maka
anak juga mendapatkan rasa tenang karena bisa diterima dari beberapa
tempat dan lindungannya dengan wajar.
c. Hak mendapatkan nama yang baik
Nama merupakan sebuah simbol atau penyebuta untuk mengenali
seseorang. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak Pasal 8 bahwa anak
akan didaftar segara setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir
atas nama, kemudian ada hak untuk memperoleh suatu kebangsaan

hingga hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya.*

31 Muhammad Taufiki, Konsep Nasabm lIstilhag, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurnal Ahkam: Vol. XII, No. 2, Juli 2012,
60. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/966/852

%2 Muhammad Taufiki, “Konsep Nasabm Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah”. , Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurnal Ahkam: Vol. XIlI, No. 2, Juli 2012.
60-62 http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/966/852

% Konvensi Hak-hak Anak, Diseteujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada
tanggal 20 November 1989. 4.
https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf



http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/966/852
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/966/852
https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf
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Dalam Islam diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya:
“Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan
nama-nama dan nama-nama ayah kalian, maka oleh karena itu
perbaikilah nama-nama kalian.” (HR/ Abu Dawud dari Abu
Darda ra).

Nama yang baik juga tidak menentukan bahwa anak akan menajdi
baik pula, namun lebuh dari itu bagaimana orang tua juga mendidikan
dengan baik agar nama anak dan anak tersebut memiliki kesesuain.
Memberikan nama tersebut merupakan hal yang harus dilakukan oleh
orang tua hendaknya nama yang diberikan memiliki arti dan makna
yang baik.*

d. Hak mendapatkan ASI

Memperoleh ASI merupakan hak pada seorang anak bayi yang
harus diberikan oleh orang tau kurang lebih dalam kurun waktu dua
tahun. Dasar hukumnya terdapat pada QS. Al-Bagarah yang artinya:
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anknya selama dua tahun
penuh, yakni bagi yang ingin menempurnakan penyusuan’’. Menurut
Ali Ghufron (2007) menyatakan dalam bukunya “Ibn Hazm tentang
kewajiban menyusui anak bahwa setiap ibu baik yang bestatus
merdeka atau budak, mempunyai suami atau menjadi milik taunnya

atau tidak dalam keduanya mempunyai kewajiban untuk menyusui

bayinya suka atau tidak suka walaupun ibu adalah anak seorang

% Santi Lisawati, Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya
Pendidikan Agama Pada Anak, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor. Fikrah:
Journal of Islam Education, Vol. 1 No. 2 Desember 2017. 95-96. https://www.jurnalfai-
uikabogor.org/index.php/fikrah/article/download/6/pdf



https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/fikrah/article/download/6/pdf
https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/fikrah/article/download/6/pdf
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khalifah.*® Hal lain yang memperkuat tentang hak anak dalam
mendapat ASI menurut Mentri KPPPA (Kementrian Perlindungan
Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dengan
memberikan ASI yang eksklusif maka akan membantu tentang
pemenuhan gizi anak, masa pertumbuhan dan perkembangan
lainnya.*®
e. Hak dalam proses pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak pasti mempunyai hak atas orang tua untuk
mendapatkan perawatn, pengasuhan dan pemeliharaan yang membuat
anak bisa sampai proses pendewasaan. Pembentukan hal semacam itu
sangat berpengaruh dari cara orang tau merwat dan mengasreuhnya
sengat usia dini. Karena dalam tumbung kembang anak membutuhkan
keseriusan dan konsistensi proses asuhnya. Pada pasal 19 Konvensi
Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan
pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan dan
pengabaian.®” Dan juga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 6 ayat (3) yaitu mendapatkan

perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelansungan hidupnya.®

% Ali Ghufran, Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui, (Jakarta: Amzah, 2007) 70.

% Sjaran Pers Nomor: B-198/Set/Rokum/MP 01/08/2020
https://www.kemenpppa.qo.id/index.php/page/read/29/2828/menteri-pppa-penuhi-hak-anak-
dukung-pemberian-asi-ekslusif

%'Shehzad Noorani, Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak, 2018. https://www.unicef.org/
indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas



https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2828/menteri-pppa-penuhi-hak-anak-dukung-pemberian-asi-ekslusif
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2828/menteri-pppa-penuhi-hak-anak-dukung-pemberian-asi-ekslusif
https://www.unicef.org/%20indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak
https://www.unicef.org/%20indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak
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Hak dalam kepemilikan harta benda

Hak kepemilikan artinya ada hal khusus terhadap suatu benda yang
mungkin bisa berakibat hukum atas benda tersebut sesuai dengan
kemauannya yang selama tidak ada halangan syara’ atau jalangan dari
orang lain dalam bertindak hukum atas kepemilikan harta atau benda
tersebut. Artinya hak kepemilikan itu berdasarkan seseorang dan dia
mempunyai kewenangan yang utuh atas harta bendanya.*

Dalam hukum Islam menyatakan bahwa anak yang baru lahir sudah
bisa menerima hak waris atau hak kepemilikan harta benda. Mulai
anak bayi itu keluar dari Rahim ibunya dan mengeluarkan suaru tangis
dan jerit maka anak bayi tersebut sudah bisa memiliki hak dalam
kepemilikan harta benda ataupun mewarisinya. Menurut Drs,
Sudarsono, S.H., M.Si pada bukunya yang berjudul Hukum
Perkawinan Nasional bahwasannya kekuasaan orang tua pada
prinsipnya meliputi :

1) Kekuasaan kepada pribadi anak.
2) Kekuasaan kepada harta kekayaan anak.
Dalam pernyataan tersebut hak anak dalam kepemilikan harta

benda masih diatur atas kekuasaan orang tua yang masih dalam lalu

¥ Yusdani, “Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam”, A-Mawarid Edisi IX Tahun

2003.

59.

https://media.neliti.com/media/publications/42567-1D-sumber-hak-milik-dalam-

perspektif-hukum-islam.pdf



https://media.neliti.com/media/publications/42567-ID-sumber-hak-milik-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf
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lintas hukum termasuk menjual atau menggadaikan harta benda milik
anak.*
g. Hak memperoleh Pendidikan

Pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak
anak yang pada hakekatnya Pendidikan merupakan hak anak yang
menjadi sebuha kewajiban orang tuanya. Hakikat pendidikan
mengartikan tentang memanusiakan manusia yang termasuk dalam
proses humanisasi melihat manusia sebagai suatu keseluruhan dalam
eksistensinya. Pendidikan dan kebudayaan sudah diatur pada Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang pendidikan dan padal 32 tentang
kebudayaan.** Hak Pendidikan bagi penyandang disabilitas yang
sesuai pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
penyandang disabilitas yakni setiap warga negara punya hak yang
sama dalam mendaptakan Pendidikan yang bermutu termasuk warga
negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mentak, intelektual
maupun sosial mereka berhaka mendapat Pendidikan yang khusus.*?

Rupanya anak juga bisa menuntut balik kepada orang tuanya
apanila orang tua mengabaikan dan tidak melaksanakan kewajiban

tersebut. Sesuai dengan sabda Rasulullah dalam Abu Tauhid 1990:3

L etezia Tobing: “Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak” di akes pada 29
Desember 2021 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It513205ad78e35/kekuasaan-
orang-tua-terhadap-harta-kekayaan-anak

' Nadzirah dkk, Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia,
Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, Vol. 4 Nomor 2. Mei 2018, hal 401.

#2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
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“Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah Pendidikan mereka”.
(HR. Ibnu Majah).
4. Konsep Keluarga

Keluarga adalah sekumpulan orang yang terdiri atas ibu bapak
dengan anak, menjadi suatu kekerabatan yang mendasar pada
masyarakat. keluarga juga suatu unit terkecil di dalam masyarakat yang
bertujuan sebagai tempat untuk mewujudkan kehidupan yang tentram,
aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar
anggota keluarga. Pembentukan keluarga dimulai dari sebuah kegiatan
sacral dan khikmad yakni pernikahan yang didalamnya terdapat prinsip-
prinsip tradisi keagamaan.*® Setelah itu komponen awal keluarga adalah
orang tua yakni adalah suami dan istri yang mempunyai tanggung jawab
untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk
mencapau tahapan tertentu yang mengantar anak-anaknya menuju
kehidupan masyarakat yang lebih luas. Pengertian keluarga juga
memiliki kesinambungan dengan pengertian orang tua karena unsur

unsur di dalam keluarga dan orang tua juga terdapat ayah, ibu, dan anak.
Keluarga juga merupakan sebuah kelompok sosial yang terlibat
langsung dalam pembentukan karakter dan kepribadian dasar seseorang.
Mulai awal pada masa bayi, sudah timbul kecemasan dan pertahanan
yang mendasar seseorang untuk berkembang. Posisi tersebut akan

membuat sadar mental seseorang kemudian akan terus mempengaruhi

* Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Maliki Press, 2014) 33.
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aktivitas manusia pada saat dewasa nanti dan membuat mereka bisa ikut
serta dalam kelompok sosial yang lain. Kelompok sosial di dominasi oleh
mentalitas yang saling bergantung, cenderung patuh dan tunduk kepada
keputusan pemimpin dan bertindak atas dasar kepatuhan.**
a. Karakteristik Keluarga
Karakteristik keluarga merupakan tempat utama dan dasar bagi
semua individu dalam mendapat perhatian, perlindungan dan
pembelajaran. Adanya karakteristik keluarga membuat keluarga agar
menjadi pembeda dengan kelompok sosial yang lain, terdapat empat
karakteristik keluarga yakni:

1) Keluarga merupakan susuan orang-orang dijadikan satu oleh
ikatan perkawinan, ikatan darah, anak angkat atau adopsi.

2) Anggota keluarga yakni mareka yang tinggal dan hidup Bersama
di bawah satu atap dan tersusun dalam satu rumah tangga.

3) Keluarga merupakan satu kesatuan dari orang-orang Yyang
berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peran-peran
sosialisasi bagi suami dan istri, ayah dan ibu, putra dan putri, atau
saudara perempuan dan saudara laki-laki.

4) Keluarga merupakan sebuah pemeliharaan dalam suatu

kebudayaan Bersama yang didapatkan dati kebudayaan umum,

* John Scott, Teori Sosial: Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka
Belajar, 2012). 209-210.
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namun setiap keluarga pasti memiliki ciri khasnya masing-
masing.*
b. Bentuk-bentuk Keluarga
Menurut Atashendartini (2004) menyatakan bahwa terdapat tiga
bentuk keluarga, yaitu:

1) Keluarga inti, terdiri atas bapak, ibu, dan anak-anak. Atau hanya
ibu dan bapak atau nenek dan kakek

2) Keluarga inti terbatas, terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau
ibu dan anak-anaknya

3) Keluarga luas atau keluarga besar, yakni berisi cukup banyak
seperti rumah tangga nenek yang hidup cucu yang masih sekolah,
maupun nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan
anak-anaknya hidup mendampingan pula.*

c. Fungsi Keluarga
Selain keluarga sebagai tempat berlindung, Menurut Mudjiono

(1996) menyebutkan beberapa fungsi keluarga sebagai berikut:

1) Tempat mempersiapkananak-anak bertingkah laku sesuai dengan
nilai dan norma dalam masyarakat dimana keluarga tersebut
berada sehingga diantara setiap anak dapat bersosialisasi dengan
yang lainnya.

2) Tempat tersedianya kemapanan ekonomi, agar kebutuhan rumah

tangga terpenuhi

** Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 34-35.
* Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 36.
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3) Kelangsungan reproduksi
Selanjutnya ada penyebutan fungsi keluarga menurut Davis
dalam Murdianto (2003) yaitu:

1) Reproduction, keluarga sebagai kelestarian system social system
sosial

2) Maintenance, keluarga tempat untuk merawat dan mengasung
anak hingga mampu mandiri

3) Economics, artinya keluarga bisa mendistribusi dan memenuhi
kebutuhan dalam keluarga itu sendiri.

4) Care of The Ages, keluarga sebagai tempat perawatan untuk
anggota keluarga lainnya.

5) Political Canter, keluarga tempat untuk memberi ruang dan posisi
yang strategis kepada anak. Orang tua sebagai support system
untuk perkembangan anaknya agar bersifat demokratis.

6) Physical Protection, menjadikan orang tua dapat menyiapkan
kebutuhan fisik terutama pada kebutuhan pokok berupa sandang,
pangan dan tempat tinggal pada anggota keluarga.*’

5. Hak Anak Dalam Islam
Hak merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam
ranah Islam. Karena anak mempunyai peran penting dalam kemajuan

bangsa dan negara di masa depan. Islam memandang anak sebagai

" Wenny Hulukati, Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak, MUSAWA, Vol.
7 No. 2 Desember 2015: 256-282. 274. https://media.neliti.com/media/publications/114008-1D-
peran-lingkungan-keluarga-terhadap-perke.pdf



https://media.neliti.com/media/publications/114008-ID-peran-lingkungan-keluarga-terhadap-perke.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/114008-ID-peran-lingkungan-keluarga-terhadap-perke.pdf
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Amanah yang diberikan Allah yang harus dijaga bagi para orang tua.*®

Terdapat beberapa hak-hak yang harus dipenuhi dalam ruang lingkup

Islam, yakni:

a. Hak untuk hidup dan berkembang

b. Hak untuk mendapat perlindungan dan penjagaan dari siksa api

neraka

c. Hak mendapat nafkah dan kesejahteraan

d. Hak untuk mendapatkan Pendidikan dan pengajaran

e. Hak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

f. Hak mendapatkan cinta kasih

g. Hak untuk bermain

6. Definisi Perlindungan anak
Secara bahasa kata perlindungan dalam bahasa Latin biasa disebut

dengan dengan protection yang memiliki arti melindungi atau perbuatan
atas perlindungan, sedangkan menurut Black’s Law Dictionary,
protection adalah the act of protecting atau segala tindakan
perlindungan.*® Dari yang sudah kita tahu anak merupakan buah hati
titipan dari Allah yang diberikan kepada kita sebagai hambaNya. Sebagai
insan yang beriman yang bertagwa harusnya kita mengetanui bagaimana
menjaga dan merawat titipanNya. Kekerasan pada anak sering terjadi

terutama pada anak remaja perempuan atau ABG yang lebih sering yang

*® lmam Fagih, Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi
Agama Islam Nahdatul Ulama (STAINU) Pacitan. 44.
https://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/84/pdf

* Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition. (St. paul: West, 2009) 1343.



https://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/84/pdf
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salah satunya kepada tindakan tradisional yang berbahaya seperti
perkawinan anak dan mulitasi alat kelamin perempuan (FGM)
dibandingkan anak laki-laki sekitar 52 persen. Satu dari sembilan anak
perempuan yang sudah menikah sebelum usia 18 tahun, dan anak-anak
perempuan dari keluarga miskin lima kali lebih mungkin untuk
melakukan menikah pada usia sangat dini dibandingkan teman-teman
mereka yang lebih kaya.”® Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang perlindungan Anak
telah memberikan ketegasan bahwasannya pertanggung jawaban atas
orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan
serangkaian kegaitan yang dilakukan secara berulang kali hanya untuk
melindungi hak-hak anak. Kegiatan yang dilakukan bermaksud untuk
menciptakan kehidupan yang baik untuk anak atas harapan besar bagi
penerus bangsa. Maka dari itu Undang-Undang yang sudah ada
menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan semua tindak, kegiatan
dan perbuatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat
hidup, tumbu, berkembang dan berpatisipasi secara optimal yang sesuai
dengan mutu, nilai dan kedudukan kemanusiaan, dan juga mendapatkan

perlindungan dari keksrasan dan diskriminasi.® Dalam hal ini anak

%0 https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection diakses tanggal 19/06/2021.
51 Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia : Analisi tentang Perkawinan di Bawah
Umur,(Jakarta: KENCANA, 2018) 2-3.
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membutuhkan perlindungan hukum, selain mereka sebagai aset bagi
keluarga namun mereka juga menjadi aset bagi bangsa dan negara.
Undang-Undang perlindungan anak merupakan peraturan dari
Negara Republik Indonesia yang khusus melindungi anak. Substansi
yang ada pada undang-undang tersebut menjelaskan bagaimana
perlindungan anak dalam beberapa aspek mulai dari perlindungan hak
asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan,
perlindungan kesejahteraan anak, perlindungan anak pada masalah
penanhanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari
segala bentuk eksploitasi. Perlindungan anak mempunyai cakupan yang
cukup luas baik dalam bentuk dokumen atau pertemuan internasional
yang mementingkan perlindungan hukum bagi anak. Selain Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan ada banyak

peraturan lain yang juga menjamin tentang perlindungan anak yaitu:*?

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat
usia untuk perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun
bagi laki laki

b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 4 Tahun 2017

°2 Imam Purwadi, Penelitian Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara
Barat, (NTB : Lembaga Peneltian Anak,2006) 1.

>3 Reza Fahlevi, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional, (STIK
PTIK Widya Ara Guna, Jakarta). Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015. 179-180
https://media.neliti.com/media/publications/147255-1D-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-

pers.pdf



https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers.pdf
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d. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B
e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manuisa
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggaanti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
i. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
j. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentamg Ketenagakerjaan
k. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Peradilan
Nasional
I.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Anak
Pengertian perlindungan anak yang bisa ditarik garis lurus
merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan sebuah kondisi
anak setiap anak bisa melakukan hak dan kewajibannya untuk
perkembangan dan pertumbuhannya secara normal mulai dari fisik,
mental, dan sosial. Dalam hal ini perlindungan anak menjadu sebuh
wujud adanya keadilan dalam suatu golongan dan perlindungna anak
diharapkan bisa masuk pada berbagai bidang negara dan masyarakat.

Pada pelaksanaan perlindungan anak akan berakibat hukum yang
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berkaitan dengan hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Karena
hukum menajdi sebuah jaminan untuk pelaksana kegiatan perlindungan
anak.

Dapat kita lihat dari hak-hak anak yang ada pada banyak peraturan
perundang-undangan dan juga sudah banyak menjelaskan bagaimana
undang-undang tersebut bisa menjadi sebuah wadah dan pelindung bagi
anak-anak. Nyatanya, implementasi undang-undang masih tidak sesuai
dan masih banyak kekurangan dalam hak-hak anak Indonesia baik dalam
anak normal dan anak penyandang disabilitas. Beberapa contoh kasusnya
yaitu:>
a. Kekerasan fisik, psikis
b. Kekerasan seksual
c. Korban penyebarluasan pornografi
d. Eksploitasi ekonomi
e. Anak putus sekolah
f. Penelantaran anak dijalanan
g. Penyalahgunaan napza.

7. Disabilitas

Kata cacat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai
beberapa pengertian, yaitu: (1) kekurangan yang menyebabkan mutunya
krang baik atau kurang mampu (tidak sempurna); (2) lecet (kerusakan,

noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik. Ada tiga

> Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi
Hak-Hak Anak, (Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh) Jurnal Hukum
Samudra Keladilan Colume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016. 253.
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definisi yang berkaitan dengan kecacatan yaitu pertama, Disabilitas
adalah suatu keterbatasan kemampuan bahkan kehilangan untuk
melakukan suatu kegiatan dengan cara yang orang normal lakukan.
Kedua, Impairment yaitu kehilangan struktur atau fungsi psikologis,
fisiologis atau anatomis. Ketiga, Handicap arrtinya suatu kerugian bagi
indvidu ekslusif, sebagai dampak yang bersal dari impaiment atau
disabilty yang dapat membatasi atau menghambat terlaksananya suatu
kiprah yang normal. Tapi hal tersbut juga tergantung pada faktor usia,
jenis kelamin, dan faktor sosial atau budaya.*

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki
keanekaragaman, maksudnya mereka masih dibagi dalam beberapa
kelompok mulai yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, atau
gabungan dari disabilitas fisik darn mental. Menurut Kementrian Sosial
penyandang disabilitas disebut dengan penyandang cacat, kemudian pada
Kementrian Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwasannya
berkebutuhan khusus dan juga Kementrian Kesehatan menyebut
menggunakan kata penderita cacat.

Pada tahun 2006, PBB mengadopsi Konvensi Internasional tentang
Hak Penyandang Disanilitas, UN Convention on The Right of Person
with Disabilities (UNCRPD) dan efektif diberlakukan pada tahun 2008.

Pada konvensi tersebut telah mengakui dan sepakta penggunaan

> Dr. Akhmad Soleh, Aksebebilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi,
(Yogyakarta, LKIS Pelangi Aksara, 2016), 17-18.
% Eko Riaydi, Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, (Yogyakarta: Groups Pusham UlI, 2012,

hal 293.
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disability untuk istilah yang resmi digunaan dalam komunikasi dan
dokumen internasional.

Biasanya anak penyandang disabilitas bisa dikenali dalam dua
aspek yaitu aspek fisik ataupun aspek perkembangan. Kita lebih mudah
untuk mengenali anak penyandanhg disabilitas dalam aspek fisik karena
bisa terlihat secara langsung dengan adanya perbedaan fisik. Sedangkan
dalam aspek perkembangan membutuhkan ahli yang dapat memahami
tumbuh kembang dan gangguan perkembangan anak. Tidak lupa sebagai
prang tua yang harus waspada jika merasa bahwa anaknya sangat
berbeda dalam aspek motorik, abahsa, kognitif, personal sosial atau juga
belum menguasasi beberapa kemampuan yang harus sudah bisa dikuasai
oleh anak seumurannya.

. Macam-macam disabilitas

Dari awal kemerdekaan sudah ada sekitar sepuluh istilah resmi
yang digunakan dalam penyebutan penyandang disabilitas sebagai
berikut :

a. Bercacat

Istilah cacat digunakan pada Undang-Undang No. 3 tahun 1947
perihal Ganti Rugi Buruh yang Kecelakaan, serta Undang-Undang No.
4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. tetapi, ke 2 undang-undang
tadi usdah tak berlaku sebab telah diganti menggunakan peraturan
yang baru. kata stigma adalah sebuah kata benda sesuai dengan kamus
Bahasa Indonesia yang memuat beberapa arti, yaitu kurangnya sesuatu
yang mengakibatkan nilai serta kualitiasnya berkurang (tertelak pada

benda, badan, akhlak dan batinya), kedua baret yang artinya ada yang
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rusak, noda yang menjadikan suatu keadaan kurang baik. Sedangkan
bercacat adalah sebuah kata kerja yang artinya kekurangan, terdapat
cacatnya, kurang lengkap, tidak sempurna.
. Orang-orang yang pada keadaan kekurangan jasmani atau rohaninya

Kata tersebut digunakan pada dokumen usang pada Undang-
Undang no. 12 tahun 1954 perihal Dasar-dasar pemikiran dan
pengajaran untuk pendidikan ke seluruh nusantara. Undang-undang ini
sudah tidak dipergunakan sebab sudah muncul yang baru Undang-
Undang no 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional.
. Orang vyang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk
mempertahakan hidupnya

Orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan yang berarti
golongan orang-orang yang kehilangan kemampun berfikir,
kemampuan untuk berjalan, kemampuan untuk berbicara atau
terganggunya kemampuan-kemampuan yang lain. Penyebutan ini
sudah pernah dipergunakan pada undang-undang yakni Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1974 perihal ketentuan utama tentang
Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang tadi sudah tak berlaku sebab
sudah diganti menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial.
. Tuna

Penyebutan kata tadi sudah dipakai pada beberapa penerangan
dari Undang-Undang No.6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan

utama Kesejahteraan Sosial yang yang sekarang sudah tidak
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dipergunakan. Jika ditinjau berasal Kamus besar Bahasa Indonesia

(KBBI) kata tuna terdapat beberapa arti, taitu : luka, kurang, rusak,

tidak mempunyai. Ada beberapa pembagian dalam penyebutan kata

tuna bagi orang yang mengalaminya, yaitu :

a. Tunadaksa : kelainan yang yang terletak dalam sistem syaraf
pusat dan terjadi pada sistem otot dan rangka.*’

b. Tunagrita : kelainan pada kemampuan intelektual dibawah
minum atau biasa disebut dengan retardasi mental dan
keterbelakangan mental.”®

c. Tunalaras : kesulitan dalam pengendalian emosi dan sosial.
d. Tunanetra :tidak bisa melihat, buta.
e. Tunarungu : tidak bisa mendengar, tuli.
f. Tunawicara : tidak bisa berbicara, bisu.*®
e. Penderita cacat
Kata penderita cacat yaitu seseorang yang sesuai dengan ilmu
kedokteraan mengakui bahwa mereka yang memiliki kelainan fisik,
ataupun psikis mental yang karena hal tersebut bisa berupa rintangan
atau kendala baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya,

yaitu

>’ Lampiran 1: Pengertian dan Karakteristik Tuna Daksa, Universitas Kristen Petra, 47-48.
https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/ars4/2012/jiunkpe-is-s1-2012-22408023-
26677-workshop-appendices.pdf

*® Hawa’ Hidayatul h, Ahmad Faisol, ST. Sariroh, “Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita
Berat Perspektif Maqasid Shariah Jaser Auda”. Indonesian Journal of Law and Islamic Law
Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2020. 2217. https://ijlil.iain-
jember.ac.id/index.php/ijl/article/view/85/16

* Dini Widiarsih, Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan istilah dan Definisi,
JURNAL ILMU KESEHATAN SOSIAL, JILID 20, NOOR 2 OKTOBER 2019, 127-141. 128.



https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/ars4/2012/jiunkpe-is-s1-2012-22408023-26677-workshop-appendices.pdf
https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/ars4/2012/jiunkpe-is-s1-2012-22408023-26677-workshop-appendices.pdf
https://ijlil.iain-jember.ac.id/index.php/ijl/article/view/85/16
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43

1) Penderita cacat tubuh
2) Penderita cacat netra
3) Penderita cacat mental
4) Penderita cacat rungu/wicara
5) Penderita cacat bekas penderita penyakit khronis.®
. Penyandang(penderita) kelainan

Penyebutan kelainan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor
72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Ada juga Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang tersebut masih digunakan sampai sekarang sebagai
peraturan resmi yang mana kelainan yang dimaksud sebagai kelainan
fisik, emosional, mental, intelektual, ataupun sosial. Peraturan
Pemerintah sudah tidak lagi digunakan karena sudah ada peraturan
yang baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.®
. Penyandang cacat

Sebutan kata penyandang cacat pernah dipergunakan secara
resmi perundang-undangan pada 1997 namun saat ini sudah tak
digunakan dikarenakan tergantikan oleh undang-undang terbaru.
Penyebutan lain dari penyandang cacat yang mirip dengan penderita
cacat, bercacat, kurangnya jasmani atau rohani sampai penyandang

kelainan. Penyebutan kata-kata tersebut mentitik beratkan pada

% peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 36 Tahun 1980 Tentang Usaha

Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat BAB | KETENTUAN UMUM PASAL 1

%1 Dini Widiarsih, Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan istilah dan Definisi. 132.
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kecacatan atau kurang atau tidak normal dari segi fisik ataupun
jiwanya.

Dalam analisis diabilitas, kata ‘penyandang cacat’ diwakili
dengan contoh medis dalam melihat penyebutan disabilitas.
Contohnya dalam medis melihat semua disabilitas berasal dari

kecacatan yang disebabkan karena kerusakan fisik maupun penyakit.®?

. Anak berkebutuhan khusus (anak luar biasa)

Ada 2 macam anak berkebutuhan khusus yaitu anak lambat
berkembang (ALB) dan anak berkebutuhan khusus (ABK).

ALB merupakan anak yang mengalami hambatan dalam
perkembangan dalam satu atau7 dua aspek perkembangannya tidak
sama dengan anak pada umumnya. Artinya ALB adalah anak yang
pada waktu dilakukan pemeriksaan perkembangan mengalami
keterlambantan 1-2 aspek perkembangan dari tingkat umur. Sedang
ABK adalah anak yang mengalami keterlambatan lebih dari dua aspek
perkembangan dan lebih dari satu tingkat umur atau anak yang
mengalami penyimbangan. Gangguan dan hambatan tersebut adalah :
1) Fisik
2) Bahasa dan komunikasi
3) Emosi
4) Sensorimotor

5) Intelektual

82 Arif Maftuhin, Mengikat Makna Diskriminasi : Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyndang

Disabilitas,

Jurnal of Disability Studies Vo. 3, No. 2, Juli-Desember, 2016, h, 139-162 DOI:

10.14421/ijds.030201, 146.
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6) Bakal

7) Autisme

8) Gangguan belajar.®
i. Difabel

Istilah difabel dapat kita lihat sebagai istilah “diffetently abbled”
(bukan different abbility yang persis dikatakan oleh sebagian
manusia). Arti kata tersebut berasal dari bahas Inggris yakni
“seseorang yang dengan mempunyai kemampuan yang beda”. Istilah
tersebut mengartikan bahwasannya disabilitas bisa saja menyebabkan
orang yang tidak mampu melakukan sesuatu secara “normal”, namun
orang difabel mungkin saja bisa melakukannya hanya saja dengan
cara yang berbeda atau dengan cara mereka sendiri.®*

j. Penyandang disabilitas

Kata penyebutan penyandang disabilitas mulai ada pada
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ialah :

...... mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau
sensorik dalam jangka yang waktu lama yang apabila dalam
berhubungan dengan lingkungan bisa mengalami kesulitan dan
hambatan untuk mengikutsertakan secara penuh dan efektif dengan

warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

% Rahmitha, Orang tua dengan anak disabilitas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini [t.t] 2011, 7-8.

8 Arif Maftuhin, Mengikat Makna Diskriminasi : Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyndang
Disabilitas, Jurnal of Disability Studies Vo. 3, No. 2, Juli-Desember, 2016, h, 139-162 DOI:
10.14421/ijds.030201, 149.
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Istilah tersebut yang menjadi akhir sebagai pilihan dalam
undang-undang yang terbaru dan sudah ditetapkan setelah tahun 2009.
Dalam acara itu CRPD (Konvensi Hak atas Penyandang Disabilitas)
yakni Komnas HAM sudah menyelenggarakan tentang seminar dan
lokakarya yang mengulas secara dalam pada tahun 2009 tentang
istilah dan penyebutan mengenai apa yang paling cocok dan pas dalam
mengartikan kata “disability” dalam Convention on the Rights of
Person with Disabilities.®®

Dari sepuluh penyebutan istilah disabilitas diatas memiliki
makna yang berbeda-beda, meskipun memiliki arti cacat atau tuna
namun mereka masih dikelompokan menjadi beberapa kelompok yang

sesuai dengan keterbasa mereka sebagai penyandang disabilitas.

% Arif Maftuhin, Mengikat Makna Diskriminasi : Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyndang

Disabilitas,

Jurnal of Disability Studies Vo. 3, No. 2, Juli-Desember, 2016, h, 139-162 DOI:

10.14421/ijds.030201, 151.



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penelitian yang dengan judul
Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Dalam Keluarga
termasuk dalam pendekatan Penelitian Kualitatif.

Menurut Denzin dan Lincoln (2005) penelitian kualitatif mempelajari
mnegenai hal atau segala sesuatu tentang fenomena yang ada di dunia yang
bersifat alami dan berusaha mendapatkan pemahaman tentang fenomena
tersebut atas pemaknaan dari orang-orang yang menjalani atau mengalami hal
hal tersebut. sedangkan menurut Maanen (1979) peneltilan kualitatif
menyebutkan dengan istilah paying yang meliputi berbagai teknik interpretasi
untuk mendeskripsikan, membaca, atau menerjemahkan tentang makna dari
berbagai fenomena secara alamiah di dunia sosial.®®

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yakni sebuah upaya
untuk melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian dan juga
terlibat dalam porses penelitian tersebut. Adapun pendekatan penelitian
kualitatif yaitu “qualitative case study” yang mana peneliti melakukan
deskripsi secara mendalam pada suatu kasus atau fenomena yang ada.®’

Penggunakan metode penelitian kualitatif dalam karya tulis ini bertujuan

untuk mencari fakta lebih dalam tentang penjelasan dari berbagai realita yang

% Suwarsono, Pengantar Penelitian Kualitatif, JPMIPA-FKIP Universitas Sanata Dharma,
Yogyakarta, 2016). 1. https://docplayer.info/123403689-Pengantar-penelitian-kualitatif.html
%’Suwarsono, Pengantar Penelitian Kualitatif, 5.
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ditemukan mengenai kondisi dilapangan yang berhubungan langsung lokasi
peneliti yakni Kota Lumajang.
. Lokasi Penelitian
Tempat atau lokasi penelitian ini bertempat di Kota Lumajang, karena
dalam tempat tersebut peneliti menemukan beberapa kategori penelitian yeng
sesuai dengan judul penelitian yakni penyandang disabilitas. Peneliti juga ingin
mengetahui tentang pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Kabupaten
Lumajang tersebut seperti apa bentuknya. Jumlah anak penyandang disabilitas
di Kabupaten Lumajang juga tidak sedikit jumlahnya dengan kondisi orang tua
yang masih lengkap dan karena tempat tersebut belum pernah dilakukan
penelitian mengenai implementasi pemenuhan hak anak penyandang
disabilitas. Maka hal tersebut yang mendasari peneliti untuk melakukan riset
penelitian.
. Subyek Penelitian
Sumber data yang diperoleh peneliti menggunakan data primer dan

sekunder. Data primer yang didapat langsung dari sumbernya, yaitu :

=

Ibu kasiaji sebagai orang tua dengan anak disabilitas down syndrome

2. Ibu Sriwiji sebagai orang tua dengan anak disabilitas Autis

3. lbu Susana sebagai orang tau dengan anak disabilitas tipe epilepsi

4. lbu Elina sebagai orang tua dengan anak tunarungu dan tunawicara

5. lbu Sulikati, S. Sos sebagai Ketua Rehabilitasi Sosial Di Dinas Sosial

Kabupaten Lumajang
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Dan data Sekunder, yakni data yang peneliti cari dan didapatkan
melalui buku, jurnal, laporan hasil penelitian maunpun dokumen resmi. Peneliti
mengutip beberapa sumber untuk menambah referensi yang berhubungan judul
karya ilmiah ini.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yakni suatu cara atau merode untuk
mengumpulkan data yang digunakan dengan suatu metode tertentu yang
selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan ataupun
mengindikasikan sesuatu®®, Maka dari itu terdapat beberapa teknik dalam
pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya, yaitu:

1. Observasi, artinya peneliti melakukan pencarian dan pengamatan mengenai
suatu perilaku yang terdapat pada objek penelitian. Lebih tepatnya peneliti
melakukan observasi secara Passive Participant, yang mengartikan bahwa
peneliti mendatangi tempat penelitian namun tidak ikut serta dalam kegiatan
yang dilakukan oleh variabel penelitian.

2. Wawancara, merupakan sebuah proses yang mana peneliti melakukan
penggalian informasi lebih dalam kepada informan. Wawancara yang
dilakukan oleh peneliti termasuk wawancara semiterstruktur yang mana
peneliti bisa lebih bebas melakukan wawancara dan menemukan

permasalahan karena pihak-pihak yang ada dalam wawancara bisa

% Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk llmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba
Humanika, 2012) 11.
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memberikan pendapat dan ide-idenya.®® Peneliti menggunakan media hand
phone dan beberapa alat tulis untuk merekam dan mencacat segala
informasi agar lebih jelas. Wawancara yang dilakukan dikhususkan kepada
orang tua yang memiliki anak dengan penyandang disabilitas dan juga
selaku objek yang melakukan pemenuhan hak anak.

3. Dokumentasi, yakni peneliti mencari data dan dokumen mengenai apa saja
yang berhubungan dan dibutuhkan dalam kegiatan penelitian biasanya berisi
tentang foto nasumber dan jurnal kegiatan penelitian.

E. Analisis Data

Proses analisis data artinya peneliti untuk menyampaikan data yang
sudah didapatkan dari penelitian. Didalamnya ada upaya untuk
menggambarkan secara desktiptip pads suatu data yang didapatkan. Analisis
data merupakan proses penggunaan data yang mana bertujuan untuk
mengambil kesimpulan dan sebuah keputusan diakhir penelitian.”® Menurut
Bogdan analisis data merupakan proses mencari dan Menyusun secraa
sistematid data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
bahan-bahan lain yang mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat

diberitahukan kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan dengan

% J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, (Jakarta:
Grasindo, 2010) 116.  https://mohpandoyo.files.wordpress.com/2012/07/download-buku-
ebookmetode-peneliti-an-kualitatif.pdf

70 Samsu, Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods,
serta Reseach dan Development, (Jambi: Pusaka  Jambi, 2017) 103.
http://repository.uinjambi.ac.id/468/1/06 _Metode%20Penelitian%20%28Teori%20%26%20Aplika
si%20Penelitian%20Kualitatif %20Kuantitatif %20Mixed%20Methods %20serta%20Research%
20and%20DEvelopment%29%20-%20Samsu%20%281%29.pdf
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membagi data, menjabarkan ke dalam beberapa bagian, melakukan sintesa,
menyusun dalam pola.

Menurut analisis data di lapangan yang ada pada model Miles dan
Huberman menjabarkan bahwasanya analisis data kualitatif dilakukan secara
langsung dan berulang-ulang sampai selesai dan sampai datanya penuh. Ada
beberapa tahapan dalam analisis data sebagai berikut: "

1. Data Reduction
Yakni data yang didapatkan dari lapangan oleh peneliti yang berjumlah
cukup banyak kemudian peneliti harus dengan mencatat detail dan
terperinci. Pengurangan data atau bisa kiya sebut mereduksi data artinya
merangkum, memilih dan memilah hal-hal penting kemudian dicari titik
fokusnya. Data-data yang telah direduksi akan memudahkan peneliti kepada
tahapan selanjutnya.
2. Data Display
Langkah selanjutnya setelah mereduksi data yakni penyajian data yang
berbentuk paparan singkat, berbentuk bagan, hubungan antar kategori.
Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang biasa digunakan yakni
berbentuk teks yang besifat naratif.
3. Conclusion
Conclusion atau yang bisa sebut dengan kesimpulan merupakan hasil
akhir yang sudah diverikasi. Sebuah temuan yang berupa deskripsi yang

sudah jelas. Dengan adanya kesimpulan memungkinkan bisa menjawab

™ Sugiyono, Metode Penlitian Kuantitatif Kualititatif dan R & D, (Bandung: Elfabeta, 2007) 244.
https://book4you.org/book/5686376/9d6534



https://book4you.org/book/5686376/9d6534

52

rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal atau juga tidak. Karena
masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih sementara
dan akan berkembang sesuai dengan penelitian yang ada di lapangan.
F. Keabsahan Data
Keabsahan data yang bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian
yang dilakukan sungguh-sungguh dalam macam penelitian ilmiah serta untuk
menguji data yang diperolah.”® Agar mendapatkan penemuan yang sah, maka
peneliti membutuhkan dalam intregitasnya dengan cara menggunakan
beberapa teknik yang ada pada keabsahan data yaitu lama tidaknya kehadiran
peneliti di tempat penelitian, kemudian observasi penulis dengan mendalam,
triangulasi, pembahasan oleh teman seprofesi atau satu kolega, analisis kasus
yang berbeda, mencari kemiripan hasil dan pemeriksaan anggota.”®
Peneliti menggunakan triangulasi, yaitu teknik yang memanfaatkan
penggunaan sumber melalui sumber lainnya.”* Tepatnya triangulasi sumber
yaitu peneliti memeriksa tentang implementasi pemenuhan hak asuh anak
disabilitas di keluarga kemudian data-data yang peneliti peroleh berasal dari
orang tua dari anak penyandang disabilitas tersebut. Dan yang terakhir

mengdeskripsikan, menganalisis dan mengkategorikan apa yang diucapkan

"2 Sugiyono, Metode Penlitian Kuantitatif Kualititatif dan R & D, (Bandung: Elfabeta, 2007) 270.
https://book4you.org/book/5686376/9d6534

® Tim Penyusun, Pedoman Karya llmiah IAIN JEMBER, (Jember: IAIN JEMBER Press, 2018)
47.

™ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta, AR-
RUZZ MEDIA) 319
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oleh informan pada hasil wawancara dengan beberapa dokumen dan teori
yang ada.”
G. Tahap-Tahap Penelitian
Adapun tahap-tahap yang dilaksanakan oleh peneliti agar menjadi bahan
penelitian yang sesuai dengan prosedur, yaitu :

1. Pra riset merupakan persiapan peneliti sebelum melakukan penelitian
seperti membuat judul penelitian, objek penelitian, pengamatan masalah.

2. Riset, dalam tahapan riset peneliti langsung melakukan penelitian artinya
peneliti masuk ke ranah lapangan yang melibatkan beberapa informan.
Peneliti membuat dan melakukan daftar pertanyaa, mencari nasumber atau
infroman, melakukan wawancara, mengumpulkan data-data. Menganalisis
data dan membuat kesimpulan.

3. Pasca Riset, tahapan ini merupakan tahapan yang paling terakhir dalam
pelaksaan penelitian. Karena didalamnya penulis akan merancang dan
Menyusun data yang sudah dianalisis dalam bentuk karya ilmah yakni

skripsi.

7> Bachtiar S. Bachri, Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,
Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No. 1, April 2010(46-62). http://yusuf.staff.ub.
ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf




BAB IV
PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian
1. Letak Geografis Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang adalah salah satu daerah yang berada di Provinsi
Jawa Timur terletak kurang lebih 154 k ke arah timur Kota Surabaya.
Secara geografis berada pada posisi 112°-53' - 113°-23' Bujur Timur dan
7°-54' -8°-23' Lintang Selatan. Kabupaten Lumajang terdiri atas 21
Kecamatan yang berbatasan dengan beberapa Kawasan. Wilayah Kabupaten
Lumajang seluas 1790,90 km? terbgai menjadi 21 kecamatan, 198 desa dan
7 kelurahan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang,
sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, di bagian timur
berbatasan dengan Jember dan sebelah selatan dengan Samudra hindia.”

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Lumajang

®Keadaan Wilayah Kabupaten Lumajang, di akses pada tangal 26 Oktober 2021,
https://www.lumajangkab.go.id/main/gambaran
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Jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang mencapai angka 1.044.700 jiwa
pada tahun 2019 sesuai dengan data BPS tahun 2019', kemudian naik ke
angka 1.126.005 jiwa pada tahun 2020. Polulasi penduduk terbanyak dengan
jumlah 84.649 jiwa dari hasil sensus penduduk tahun 2020 dengan jumlah
41,967 untuk penduduk laki dan 42.682 untuk penduduk perempuan di
kecamatan Lumajang.’®

Berdasarkan keadaan topografi, Kabupaten Lumajang merupakan daerah
yang baik dan cocok untuk ladang pertanian tanaman semusim, tanaman
perkebunan dan kehutanan dengan menggunakan prinsip konversi sebagai
daerah yang mutlak untuk perlindung sumberdaya alam. Hal tersebut didukung
dengan banyaknya petani atau pekebun di Kabupaten Lumajang sebagai
pekerjaan mereka dengan jumlah 276.993 pada tahun 2017. Hal ini
membuktikan bahwasanya potensi paling besar adalah daerah pertanian dan
perkerbunan.”

Selanjutnya kita liat dengan berapa jumlah penyandang disabilitas di
Lumajang yang jumlahnya cukup banyak. Dari data didapatkan pada tahun
2019 di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur berjumlah 1.137 orang
dengan kategori dan jenis kecacatan yang berbeda-beda. Berikut adalah jumlah

penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang:*°

77Bramastyo Dhieka Anugerah, “Sensus Penduduk 2020, BPS Lumajang Terjunkan 881 Pwtugas”,
29 Agustus 2020 15:23. https://jatimtimes.com/baca/222191/20200829/152300/sensus-penduduk-
2020-bps-lumajang-terjunkan-881-petugas di akses pada tanggal 26 November 2021

®Kecamatan  Lumajang Dalam Angka 2021, BPS Kabupaten Lumajang. 29.
https://data.lumajangkab.go.id/main/data/15#exampleModal

®Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kabupaten Lumajang Semester 1 Tahun 2018.
https://data.lumajangkab.go.id/admindata/file/JUMLAH%20PENDUDUK%20BERDASARKAN
%20JENIS%20PEKERJAAN%20SMT%201%202018.pdf di akses pada tanggal 01 Agustus 2021
%Banyakanya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang cacat , terakhir update 04
Oktober 2019 https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/04/1557/baanyaknya-desa-kelurahan-
menurut-keberadaan-penyandang-cacat-.html di akses pada tanggal 01 Desember 2021
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Tabel 4.1
Jumlah Penyandang di Kabupaten Lumajang
No. Jenis Penyandang Jumlah
1. Penyandang cacat 203
2. Tunanetra 169
3. Tunarungu 111
4. Tunawicara 131
5. Tunarungu-wicara 134
6. Tunadaksa 137
7. Tunagrita 140
8. Tunaralas 77
9. Cacat Eks Sakit Kusta 35
1.137

B. Penyajian Data
Penyajian data merupakan hasil penelitin yang sudah dilakukan oleh
peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan informasi melalui proses
obersevasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah
yang terkait. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi
lebih agar penyajian data dan analisis data bisa terarah dan sistematis mengenai
implementasi pemenuhan hak asuh anak penyandang disabiliras di keluarga

(studi kasus anak penyandang disabilitas di kabupaten Lumajang).

1. Proses implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di
keluarga (studi kasus anak penyandang disabilitas di Kabupaten
Lumajang)

Keluarga dan orang tua merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan
karena orang tua sebagai pemeran penting dan utama dalam adanya
keluarga. Orang tua merupakan bagian penentu bagi setiap keadaan dalam

keluarga yang salah satunya tentang pemberi pemenuhan hak anak, terutama
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bagi keluarga yang memiliki anak dengan penyandang disabilitas. Pastinya
setiap orang tua ingin mempunyai anak dengan tumbuh kembang yan baik
agar nanti anak tersebut juga mendapatkan kelayakan hidup yang sesuai.
Maka terdapat beberapa hal tentang pemenuhan hak anak penyandang yang
harus dilakukan oleh orang tua yakni :
a. Pemenuhan Hak Hidup Anak
Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia dan tergolong
atas hak dasar anak, karena dalam hak hidup bertujuan untuk
mempertahankan kehidupan anak-anak. Sebagai orang tua yang bijak
mereka harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya terutama dalam
lingkup keluarga karena dalam proses itu dapat mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dan setiap keluarga dan
orang tua mempunyai cara masing-masing dalam memberi pemenuhan
kepada anak-anaknya. Pemenuhan dasar yang bisa dilakukan orang tua
misalnya mulai dari tinggal bersama orang tua, mendapat identitas yang
jelas dan mendapatkan dasar dasar kebutuhan sandang, pangan dan papan
terutama bagi anak penyandang disabilitas. Berikut ini merupakan
pemaparan narasumber yakni Ibu Kasiaji tentang pemenuhan hak hidup :
“Untuk pemenuhan hak hidup bagi anak, saya sebagai orang tua
dengan anak penyandang disabilitas pastinya akan memberi segala
sesuatu yang memang dibutuhkan anak untuk hidup. Yang
terpenting adalah dengan kondisi anak saya yang seperti sekarang

adalah mereka bisa tinggal dengan saya sebagai orang tuanya.
Karena itu hal paling utama yang bisa saya berikan.”®

81 Kasiaji, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 18 Oktober 2021
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Pemaparan informan di atas dapat diketahui tentang pemenuhan
hak atas hidupnya yang dilakukan oleh informan yakni mengenai tempat
tinggal. Karena menurut beliau dengan tinggal bzzdedexersama orang tua
mereka akan merasa aman dan tentram. Kemudian ada pendapat lain dari
informan tentang pemenuhan hak hidup anak yaitu:

“Hak hidup anak yaitu mengenai hak dasar seorang anak, hak-hak

yang memang dibutuhkan oleh seorang anak, misal hak bermain,

hak mendapatkan makanan, hak untuk belajar dan hak hak yang
membangun lainnya.”%

Beberapa penjelasan dari informan diatas dapat mengartikan
bahwasannya keluarga menjadi suatu kesuatun yang membuat mereka
saling melengkapi dan saling melindungi. Karena jika didalam keluarga
tersebut tidak bisa saling melengkapi maka hak hak anak juga tidak dapat
terpenuhi.

b. Pemenuhan hak anak untuk mendapatkan nasab

Nasab sebenarnya lebih dominan yang dihubungkan dengan garis
keturunan ayah. Pentingnya nasab menjadi hak anak karena akan menjadi
sebuah nasab ketika tiga unsur telah di dipenuhi mulai dari ayah, ibu dan
anak. Berikut ini wawancara dengan informan tentang mengenai
pemenuhan hak anak untuk mendapatkan nasab:

“Nasab itu suatu bentuk yang menyatakan tentang hubungan darah

dengan seseorang di sekitar kita. Dalam pemenuhan hak

mendapatkan nasab yang bisa lakukan dengan membuatkannya
akta kelahiran, itu merupakan salah satu upaya kami selaku orang

tua agar anak kami mendapat kejelasan bahwa dia memang anak
kami. Dengan memberi bukti tersebut kan jadi jelas dan

82 Sri Wiji, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang, 20 Oktober 2021
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menyakinkan anak kami bahwa nasabnya memang dari orang

tuanya bukan titipan atau adopsi”®®

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses
pemenuhan hak anak dalam mendapatkan nasab salah satunya dengan
melakukan upaya pembuatan akta lahir anak. Hal itu bertujuan agar anak
merasa bahwa mereka memang garis keturunan dari orang tuanya yang
jelas terutama garis keturunan dari bapak atau ayah kandungnya.

c. Pemenuhan Hak anak untuk mendapatkan nama yang baik

Nama merupakan sebuah arti yang bisa untuk sebutan atau
panggilan untuk orang, tempat, barang, benda dan yang lain.* Setiap
anak yang lahir kedunia harus memiliki nama dan orang tua harus
memenuhi hak tersebut dengan memberikan arti nama dan penyebutan
yang baik. Sama halnya dengan pemaparan informan sebagai berikut:

“Karena nama adalah suatu hal penting untuk anak agar dia juga
mendapat panggilan dan sebutan yang baik untuk dirinya, nama
juga bisa sebagai sebuah doa, maka kami juga memberikan nama-
nama yang memiliki arti yang baik walaupun kondisi anak kami
kurang baik namun dengan memberikannya nama yang baik
insyallah akan baik pula dirinya.®

Dari hasil penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa hak
mendapatkan nama yang baik merupakan keharusan orang tua. Anak
akan merasa bangga atas pemberian nama yang sudah diberikan
kepadanya. Para orang tua memberikan yang baik agar dalam

penyebutannya juga baik dan tidak terkesan seperti mengucapkan kata-

kata yang kurang baik.

8 Sri Wiji, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 20 Oktober 2021
8 https://kbbi.web.id/nama di akses pada tanggal 05/01/2022
8 Susana, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 23 Oktober 2021



https://kbbi.web.id/nama

60

d. Pemenuhan Hak anak untuk mendapat ASI
Air Susu lbu atau biasa kita kenal dengan sebutan ASI yang
biasanya diberikan kepada anak bayi atau balita oleh sang Ibu. ASI atau
air susu ibu menjadi sebuah tanggung jawab seorang ibu dan hak anak
karena memang ASI adalah kebutuhan seorang anak. Berikut adalah
pemaparan informan tentang pemenuhan hak anak untuk mendapat ASI:

“Tentu saja dalam pemberian ASI saya tidak pernah telat,
meskipun saya bekerja saya harus tetap memberi anak saya ASI
pada saat itu, karena zaman sekarang sudah modern dan canggih
saya membeli beberapa alat pompa untuk ASI, jadi saya pompa
kemudian saya masukan ke beberapa botol dan disimpan di kulkas,
Semenjak adanya pompa ASI saya tidak terlalu bingung untuk
bolak balik menyusui anak saya, alhamdulillah dimudahkan dengan
alat tersebut dan saya juga bisa bekerja tanpa adanya hambatan
dengan proses menyusui anak secara lalngsung.”86

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemenuhan hak anak
dalam mendapatkan ASI telah dilaksanakan meskipun awalnya terdapat
beberapa hambatan namun tetap kewajiban orang tua memang harus
memberikan ASI terhadap buah hatinya.

Hal tersebut juga selaras dengan penjelasan dari Ibu Susana terkait
pemberian ASI terhadap anak yaitu:

“Dalam pemberian ASI itu kewajiban seorang ibu ya, meskipun

dalam proses pemberiaanya agak susah karena kondisi anak saya

yang seperti ini namun dalam kurang lebih dalm kurun waktu 6

bulan kita harus konsisten dalam pemberian ASI, tapi terkadang

kondisi setiap ASI itu beda-beda, terkadang saya kalo tidak sempat
memberi ASI ya saya pakai formula sebagai gantinya. Kadang juga

pakai pompa juga untuk jaga-jaga dan dalam pemberian ASI saya
beri sampai umur 1,5,

% Elina, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 23 Oktober 2021
87 Susana, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 23 Oktober 2021.
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Dalam penjelasan di atas bisa kita ketahui bahwasanya pemberian
ASI itu kewajiban bagi seorang ibu maupun istri untuk anaknya.
Meskipun terkadang mereka tidak memberikan secara langsung ASInya
tapi mereka memakai alternatif lain yakni dengan susu kemasan atau
susu formula.
e. Pemenuhan Hak anak dalam proses pengasuhan
Proses pengasuhan anak atau anak disabilitas pertama Kkali
dilakukan oleh orang tua. Meskipun orang tua sibuk dengan urusannya
masing dalam artian bekerja setidaknya mereka tidak lupa untuk
memberikan proses pengasuhan kepada anak-anak mereka. Hal ini
selarasa dengan penjelasan dari salah satu informan yaitu:
“Dalam memberikan hak asuh anak mulia dari poses pemeliharan
dan perawatan, kami selaku orang tua tidak melakukan sendirian,
karena dirumah terdapat beberapa orang. Jadi kami meminta
bantuan dari anggota keluarga yang dalam melakukan hal tersebut
namun bukan berarti kita lepas tanggung jawab namun disini kita
hanya menitipkan anak agar dia tetap mendapat proses pengasuhan
meskipun tidak langsung dari saya (Ibu dan bapaknya).®®
Selanjutnya Ibu Kasiaji memberikan pendapat mengenai proses
pengasuhan yang diberikan kepada anaknya, beliau menjelaskan bahwa:
“Sama halnya dengan pemberian asuh anak pada umumnya, saya

juga tidak memberikan proses pengasuhan kepada anaknya secara

terus menurus, kadanng memberikan proses pengasuhan kepada

orang lain agar anak saya juga bisa terbiasa dengan orang lain”.%

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui tentang proses

pemenuhan hak anak dalam mendapat pengasuhan dapat dilakukan oleh

% Elina, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 23 Oktober 2021.
% Kasiaji, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 18 Oktober 2021
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siapa saja tidak hanya orang tua, namun orang tua lebih menekankan
dalam proses pemenuhannya diberikan kepada orang terdekat seperti
kakak dan bebarapa saudara yang lain dari keluarga atau anak tersebut.
f. Pemenuhan Hak anak dalam kepemilikan harta benda
Biasanya kepemilikan harta benda bisa juga kita sebut dengan harta
waris yang mana setiap orang yang memiliki harta tersebut bebas
melakukan apa saja sesuai dengan kepemilikan harta tersebut. Namun
disini anak juga mempunyai hak atas kepemilikan harta benda. Mengenai
pemenuhan hak anak atas kepemilikan harta benda ini, terdapat
pemaparan dari beberapa informan sebagai berikut:
“Dalam pememuhan hak kepemilikan harta untuk saat ini masih
belum mengatasnamakan anak kami, karena memang usia mereka
masih belum cukup untuk menggunakan harta benda tersebut tapi
selaku orang tua kami juga berusaha beruaha untuk menggunakan
harta dan benda khusus untuk anak kami dengan kondisi disabilitas
seperti ini. Namun untuk beberapa harta dan benda yang memang
diberikan khusus untuk anak kami maka akan kami gunakan secara
utuh untuk kebutuhan anak kami, misalkan dalam hal alat bantu
dengar itu kan kami dapat dari pemerintah nah itu yang seperti itu
menjadi hak kepemilikan anak kami.”®
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemenuhan hak
anak dalam kepemilikan harta benda sudah diterapkan meskipun anak
tersebut masih belum bisa mengelola dan menggunakan harta benda

secara optimal namun adanya orang tua mempermudah anak dalam

menggunkan harta benda tersebut.

%Elina, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 23 Oktober 2021
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g. Pemenuhan Hak Anak dalam Pendidikan

Pendidikan menjadi salah hal paling penting proses pemenuhan hak
anak disabilitas, karena dalam prosesnya Pendidikan merupakan sebuah
pengajaran yang didalamnya terdapat sebuah pengembangan
invidualisme yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan sesuai
dengan selera, minat dan bakat anak. Terutama bagaimana upaya orang
tua dalam pemenuhan hak anak dalam Pendidikan. Hal tersebut
dijelaskan oleh lbu Sri Wiji tentang pemenuhan hak anak dalam
Pendidikan, sebagai berikut:

“Untuk pemenuhan hak dalam ranah Pendidikan tentunya sekolah
adalah hal yang utama. Namun Pendidikan yang paling penting
adalah Pendidikan orang tua terhadap anak karena kami ingin
memberikan pelajaran-pelajaran kecil untuk anak agar saat anak
mulai keluar ke ranah sekolah pengajaran dan tata krama yang
sudah kita tanamkan sejak dia kecil akan dibawa dan dia
diterapkan. Maka demikian kami selaku orang tua memberikan
kewajiban  kami  untuk memberikan  Pendidikan  yakni
menyekolahkan anak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka
di sekolah luar biasa mulai dari sekolah dasar sampai SMA. Tidak
berhenti disitu kami juga memberikan Pendidikan lain diluar
sekolah seperti ke tempat ngaji di musholla dan beberapa Yayasan
untuk belajar Al-Quran, biasanya disebut diniyah™®*

Senada dengan penyataan dari lbu Kasiaji tentang pemenuhan hak
anak dalam Pendidikan yaitu:

“Sejak kecil kami sudah memberikan banyak pembekalan tentang
tata krama, memang posisinya sedikit memaksa karena kondisi
anak saya adalah down syndrome jadi perlu banyak pengulangan
dan pembiasaan dalam pemberian Pendidikan di dalam keluarga.
Setelah Pendidikan awal dalam keluarga selesai kami mulai
menyekolahkan ke sekolah luar biasa. Setelah di sekolah selesai di
sore hari kami membawa dia untuk belajar ngaji ya meskipun
dengan kondisinya yang seperti itu. Dari pada dia nganggur atau

% Sri Wiji, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 20 Oktober 2021
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tidak melakukan hal lain mending kami bawa aja ke tempat ngaji
dan musholla dan selalu kami damping.”%

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa orang tua
dalam melakukan pemenuhan hak anak dalam Pendidikan sudah sesuai
dengan susunan yang ada, mulai menyekolahkan anak di sekolah dari
sekolah dasar hingga SMA sampai Pendidikan di luar sekolah yang
berdasarkan keagamaan.

h. Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lumajang

Hak memang sudah semestinya ada pada setiap manusia, berlaku
untuk siapapun, kapanpun dan dimanapun termasuk hak bagi penyandang
disabilitas. Hak Anak Penyandang Disabilitas merupakan hak yang
sangat penting dan perlu untuk dipenhi karena anak penyandang
disabilitas merupakan golongan yang sama dengan anak non disabilitas.
Maka bagaimana pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Kabupaten
Lumajang. Sesuai dengan wawancara dengan Ibu Sul selaku ketua
Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial menyatakan bahwa :

“Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Kabupaten

Lumajang sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, namun

kami selaku penyelenggara melakukan pemenuhan hak disabilitas

secara tidak langsung namun kita melakukannya secara kolektif
dan selektif yakni dengan melakukan rehabilitasi sosial”®?

Pemaparan informasi tersebut menjelaskan bahwa pemenuhan hak

anak penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang yang selenggarakan

oleh Dinas Sosial tidak subjektif namun secara kolektif dan selektif

% Kasiaji, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 18 Oktober 2021
% Sulikati, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 21 Januari 2021
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artinya mereka memilih penyandang disabilitas dengan beberapa kategori
kemudian membagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan
kategorinya.

Kemudian beliau melanjutkan menambahi wawancaranya sebagai
berikut:

“Rehabilitasi Sosial merupakan upaya yang kami lakukan untuk

membantu anak untuk meyanggupi dirinya sendiri artinya mereka

dilatih untuk mengambangkan sesuatu yang ada dalam dirinya yang

berguna untuk dirinya dimasa depan nanti, jadi mereka diberikan

pelatihan secara khusus untuk membantu mereka dalam melakukan

kegiatan sehari-hari, rehabilitas sosial dilaksanakan serentak dan

sesuai dengan kategori disabilitasnya.”®

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa rehabilitasi sosial
berupaya untuk mambantu penyandang disabilitas untuk meningkatkan
fungsi sosialnya agar bisa mandiri dalam melakukan beberapa hal
terhadap dirinya sendiri.

2. Kendala yang dihadapi keluarga dalam implementasi pemenuhan hak
anak penyandang disabilitas di keluarga (studi kasus anak penyandang
di kabupaten lumajang)

Sudah menjadi hal yang wajar dan wajib jika keluarga atau orang tua
untuk melakukan pemenuhan hak anak tidak terkecuali bagi anak
penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan pemenuhan hak yang sesuai

dengan kebutuhan mereka masing-masing. Di balik upaya yang telah

dilakukan pastinya ada beberapa kendala dalam implementasi pemenuhan

% Sulikati, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 21 Januari 2021
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hak anak penyandang disabilitas di keluarga (studi kasus anak penyandang
di kabupaten lumajang) sebagai berikut:
a. Faktor Pendidikan Orang Tua
Pendidikan menjadi faktor paling banyak sebagai kendala orang tua
dalam melakukan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.
Rendahnya tingkat Pendidikan orang tua menyebabkan mereka juga
kurang banyak mengetahui tentang pemenuhan hak anak. Orang tua
hanya berpikir bahwa pemenuhan hak anak disabilitas bukan hanya
tentang sekolah, tempat tinggal, pemberian pakaian, dan pemberian
makan saja. Namun juga pemberian perlindungan diluar dari apa-apa
yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Kasiaji
sebagai berikut:
“Saya sebagai orang tua sebenarnya sedih apabila berbicara
mengenai hal ini, karena saya sendiri awalnya tidak tahu banyak
mengenai pemenuhan hak anak disabilitas, yang saya fikirkan ya
kondisi anak saya cacat, kemudian dia harus tinggal dengan saya.
Namun ternyata diluar itu semua banyak hak, kewajiban dan
kebutuhan yang harus di penuhi.”*®
Dapat kita ketahui bawa pendidikan orang tua merupakan hal
utama sebagai pondasi awal dalam melakukan pemenuhan hak anak
penyandang disabilitas di dalam keluarga.
Namun hal tersebut berbeda dengan penjelasan dari Ibu Susana

tentang kendala dalam implementasi pemenuhan hak anak penyandang

disabilitas di keluarga, sebagai berikut:

% Kasiaji, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 18 Oktober 2021
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“Tingkat pendidikan saya pada saat itu hanya lulusan SMP,
kemudian saya langsung menikah dan melahirkan anak dengan
kondisi tuna rungu wicara. Kami pada saat itu juga bingung apa
yang harus dilakukan untuk membantu kondisi anak saya yang
cacat. Pendidikan memang menjadi kendala saya tapi saya tidak
berhenti disitu saja. Jadi saya mulai belajar dan membaca buku
tentang hak anak dan hak hak anak disabilitas. Dari itu saya mulai
belajar tentang perlindungan anak dari undang-undang dan
perlindungan anak dari segi keluarga dan keluarga.”96
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bawasannya Orang tua
dengan tingkat pendidikan yang rendah memang menjadi kendala karena
bentuk pola pikir mereka sudah berbeda dengan orang tua dengan tingkat
Pendidikan yang tinggi dan baik. Namun sebenarnya hal tersebut bukan
menjadi sebuah alasan untuk tidak mengetahui tentang pemenuhan hak
anak penyandang disabilitas, meskipun dengan minim dan rendah tingkat
Pendidikan orang tua jika orang tua tersebut mau belajar dan ingin tau
maka akan berbeda lagi kondisinya.
b. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi menjadi kendala yang selanjutnya dalam
implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di dalam
keluarga. Pekerjaan dan profesi setiap orang itu relatif ada yang sudah
bekerja tetap dengan gaji sekian setiap bulan dan ada juga yang sudah
bekerja tetao namun gaji atau upah yang didapat tidak menentu. Hal itu

yang menyebabkan orang tua mengalami hambatan dalam memberikan

pemenuhan hak asuh terhadapa anak mereka.

% Elina, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 23 Oktober 2021
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Berdasarkan wawancara dari informan yang ada di lapangan, sesuai
dengan yang dipaparkan oleh lbu Susana bahwa ekonomi jadi kendala
dalam implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di
keluarga (studi kasus anak penyandang disabilitas di Kabupaten
Lumajang), sebagai berikut:

“Saya rasa dari segi ekonomi yang paling menghambat dalam
proses pemenuhan kebutuhan anak, kemudian ditambah kondisi
anak yang disabilitas. Kami juga tidak memaksakan diri untuk
mencukupi semua kebutuhan anak. Dalam segi dana saya hanya
mengandalkan gaji suami dan untuk membeli kebutuhan anak kami
rasa masih kurang. Terkadang saya juga menunggu beberapa
bantuan dari pemerintah untuk membantu mencukupi kebutuhan
anak.”’

Dapat diketahui dari penyataan di atas bahwa kendala yang paling
utama dari segi ekonomi orang tua. Dengan rendahnya tingkat ekonomi
orang tua yang rendah membuat implementasi pemenuhan hak anak
penyandang disabilitas menjadi tidak maksimal karena salah poin penting
yang mereka garis bawahi adalah jika kita memiliki cukup uang maka
kita juga tidak bisa mencukupi kebutuhan.

c. Faktor Keluarga

Meskipun implementasi pemenuhan hak anak peyandang
disabilitas dilakukan pada ruang lingkup keluarga rupakan keluarga juga
bisa menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya. Kendala yang
dimaksud mengenai keutuhan keluarga yang mana sesuai dengan definisi

keluarga yakni terdiri atas ayah, ibu dan anak. Jika tidak ada salah satu

saja mungkin belum bisa disebut dengan keluarga. Hal tersebut membuat

% Elina, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 23 Oktober 2021
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kondisi keluarga tidak stabil karena dari tiap-tiap anggota keluarga
memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Sebagaimana dijelaskan oleh
Ibu Kasiaji tentang kendala tersebut, yakni:

“Dulu keluarga kami harmonis secara lengkap ada saya, suami, dan
anak saya, namun semua berubah setelah suami meninggal 5 tahun.
Bukan kita tidak bisa apa-apa namun rasa dari kekeluarga itu
berkurang. Saya seperti bekerja dua kali yang pertama mengurus
anak sampai dia sekolah kemudian saya bekerja keliling untuk
berjualan makan ringan. Saudara-saudara yang lain juga jarang
mampir sekarang semenjak suami saya meninggal ya jadinya
sekarang hidup berdua dengan anak saya. Hal tersebut yang
menjadi kendala saya dalam proses pemenuhan hak-hak anak.”*®

Kemudian disambung dari Ibu Sul yang menyatakan bahwa
keluarga menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan hak dalam
keluarga, sebagai berikut:

“Keluarga memang yang utama dalam melakukan pemenuhan hak

anak terutama bagi anaknya yang disabilitas, namun keluarga juga

bisa menjadi kendala salah satunya dalam proses rehabilitasi sosial
yang akan kami berikan kepada anak disabilitas itu perlu
persetujuan orang tua, kalau orang tua tidak setuju ya kami tidak
melakukan rehabilitasi, namun kami juga tidak berhenti disitu saja.

Kami selalu berusaha untuk menyakinkan orang tua agar

mengijinkan anaknya untuk melakukan rehabilitasi sosial,

keuntungan yang mereka dapatkan ya dengan kondisinya yang
lebih dari pada sebelumnya.”99

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa keluarga juga
bisa sebagai kendala dalam proses pemenuhan hak anak. Orang tua tidak
tega untuk melepas anaknya dalam melakukan rehabilitasi sosial.
Kemudian ketidak lengkapnya anggota keluarga membuat implementasi

pemenuhan hak anak menjadi kurang maksimal bahkan tidak berjalan

% Kasiaji, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 18 Oktober 2021
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dengan baik, faktor lain juga seperti sanak saudara harusnya juga peka
terhdap tersebut karena mereka juga masih dalam kategori keluarga.
C. Pembahasan Temuan

Setelah melakukan beberapa tahapan untuk mendapatkan data kemudian
ditemukan data yang sesuai mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi
maka peneliti melakukan tahapan selanjutnya yaitu pembahasan temuan.
Pembahasan temuan yang dilakukan peneliti merupakan kesinambungan
tentang beberapa macam kategori yang dijabarkan dengan hasil penelitian di
lapangan tentang Implementasi Penerapan Hak Anak Penyandang Disabilitas
di Keluarga (Studi Kasus Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten
Lumajang).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Teknik analisis dalam penelitian
ini. Terdapat pemaparan dan data yang diperoleh dari observasi, wawancara,
dan dokumentasi dari beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini,
Adapun beberapa datanya sebagai berikut:

1. Proses implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di
keluarga (studi kasus anak penyandang disabilitas di Kabupaten
Lumajang)

Dari hasil penyajian data diatas melalui tahapan wawancara,
observasi, dan dokumentasi yang sesuai dengan rumusan masalah yang
sudah ada. Maka dalam melaksanakan implementasi pemenuhan hak anak
penyandang disabilitas di keluarga (studi kasus anak penyandnag disabilitas

(studi kasus anak penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang) membuat
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peneliti menemukan beberapa temuan dari pemenuhan hak-hak yang harus

dipenuhi oleh keluarga dan terutama oleh orang tua untuk anaknya, seperti

berikut:

a. Pemenuhan hak hidup untuk penyandang disabilitas

Sesuai dengan data yang telah dipaparkan diatas proses pemenuhan
hak hidup anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh orang tua
mereka sudah menerapan pemenuhan hak hidup anak sesuai dengan
prosedur yang ada. Para orang tua sudah menjaga tentang tentang hak-
hak anak disabilitas yang memang dibutuhkan dan harus dipenuhi untuk
anak mulai dari memberikan mereka tempat tingal, memberikan mereka
makan dan pakaian yang baik, memberikan mereka sekolah yang baik
dan apapun yang berhubungan dengan tumbuh kembang sebagai hak
dasar untuk hidup. Hal tersbut membuat anak merasa aman dan tentram
karena merasa mereka kehidupannya di lindungi dan dipenuhi.
Hal itu sesuai dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Eva

Achjani bahwa hak hidup merupakan hal paling mendasar bagi setiap
manusia dan bersifat mutlak tidak dapat ditawar dan hasil akhirnya
adalah apabila hak hidup itu tidak ada maka masalah-masalah yang lain
dalam hak asasi manusia tidak akan ada.'® Kemudian pemenuhan hak
hidup bagi anak disabilitas diperkuat pada Pasal 6 Undang-Undang No. 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yakni tentang

penghormantan integritas, tidak merenggut nyawa, memperoleh

100 Eya Achjani Zulfa, Menelaah Arti Hak untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia, Dosen
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul dan Universitas Indonesia, (Lex Jurnalica Vol.
3/No. 1/April 2005), 13.
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perawatan dan pengasuhan untuk menjamin kelangsungan hidup, bebas
dari pelantara, pemasungan, pengurungan dan pengucilan atau
diskriminasi, bebas dari berbagai ancaman dan bentuk ekploitasi, bebas
dari penyiksaan atau perlakuan yang kejan dan tidak manusiawi dan juga
hal-hal yang merendahkan manusiawi.**

b. Pemenuhan hak anak untuk mendapatkan nasab

Berdasarkan data yang sudah didapatkan dilapangan menujukkan
bahwa pemenuhan hak anak untuk mendapatkan nasab sudah terpenuhi
semua, dari beberapa wawancara yang telah dilakukan menyatakan
bahwa salah satu hal dalam hak mendapatkan nasab yakni mendaftarkan
anak di akta kelahiran. Hal tersebut waib dilakukan orang tua sebagai
pemangku dan pemberi hak kepada anaknya, dengan memberikan
pemenuhan hak dalam mendapatkan nasab membuat anak merasa dirinya
aman, mendapatkan identitas yang baik karena di akui secara legal.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan
Muhammad Taufiki tentang nasab yakni sebuah hubungan darah yang
paling dekat terletak pada hubugan antar anak dan ayahnya. lkatan
tersebut membuat hubungan darah atau tali persaudaraan menjadi lebih
kuat. Terdapat dua cara dalam melakukan pemenuhan hak anak dalam
mendapatkan nasab yakni melalui pengakuan dan pembuktian.
Pengakuan artinya ada orang lain yang memberikan pengakuan bahwa

anak tersebut adalah anaknya, pengakuan seperti itu bisa berdampak baik

101 Bagian Kedua Pasal 6 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 Tentang Panyandang Disabilitas
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kepada ikatan kerabat yang lain. Selanjutnya ada pembuktian yakni
apabila ada seseorang ada yang ngaku keterkaitan nasab dengan orang
lain, namun pihak yang diakui tidak mengakui dirinya jadi pihak yang
pertama harus membuat pembuktian sebagaimana dengan membawa dua
orang saksi laki-laki dan dua perempuan yang bersifat adil. Jika bener,
maka hak anak tersebut telah dipenuhi dalam mendapatkan nasab.**
c. Pemenuhan Hak anak untuk mendapatkan nama yang baik
Berdasarkan data dilapangan tentang pemenuhan hak anak dalam
mendapatkan nama yang baik telah dilaksanakan para orang tua sudah
memberikan nama yang baik dan mengandung arti yang baik juga.
Sebagai orang tua sudah menjadi hal wajib untuk memberikan nama
yang nama yang baik untuk anaknya. Mereka juga menyadari akan
kondisi anaknya yang disabilitas maka dari itu mereka memberi nama
yang baik agar nama atau penyebutannya mengandung arti yang baik.
Senada dengan penjalan dari Santi Lisawati bahwa orang tua
menjadi peran penting dalam memberikan nama untuk anak-anaknya
dalam kondisi apapun nama yang harus diberikan harus baik serta pila
memiliki arti yang baik.'®® Terdapat juga pada Pasal 8 Konvensi Hak
Anak yang menyatakan bahwa tiap anak berhak memiliki identitas,

nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga dan juga mendaprakan

192 Muhammad Taufiki, “Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah”, Fakultas
Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahman: Vol, VII. XIl, No. 2 Juli 2012. 61-63.
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/966/852

103 gSanti Lisawati, Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya
Pendidikan Agama Pada Anak, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor. Fikrah:
Journal of Islam Education, Vol. 1 No. 2 Desember 2017. 95-96. https://www.jurnalfai-
uikabogor.org/index.php/fikrah/article/download/6/pdf



http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/966/852
https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/fikrah/article/download/6/pdf
https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/fikrah/article/download/6/pdf
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bantuan dari pemerintah apabila terdapat ada bagian yang hilang dari
identitasnya.'®
d. Pemenuhan Hak anak untuk mendapat ASI

Berdasarkan data dilapangan yang menunjukkan tentang
pemenuhan hak anak dalam mendapatkan ASI telah terlaksana dengan
baik, orang tua berupaya untuk memberikan ASI kepada anaknya.
Mereka juga berkonsisten dalam pemberian ASI, tidak hanya itu bagi
para Ibu yang kebanyakan bekerja atau melakukan banyak pekerjaan
tetap berupaya dalam memberikan ASI dengan menggunakan alat pompa
ASI. Hal-hal tersebut sudah termasuk dalam pemenuhan hak anak untuk
mendapatkan ASI terutama bagi anak penyandang disabilitas yang
membutuhkan banyak usaha dalam pemenuhan hak tersebut.

Hal tersebut juga didukung olen KPPPA RI (Kementrian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia)
yang menyatakan bahwa dengan memberikan asi secara eksklusif dalam
kurun waktu 6 bulan sampai 2 tahun sudah termasuk dalam pemenuhan
hak anak dalam mendapatkan ASI.'*

e. Pemenuhan hak anak disabilitas dalam proses pengasuhan, perawatan
dan pemeliharaan

Dari hasil wawancara yang menunjukkan tentang pemenuhan hak

dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharan yang telah dilakukan

dalam keluarga sudah terlaksana dengan baik. Peran keluarga dalam

194 Shehzad Noorani, Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak, 2018. https://www. unicef.
org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak

195 gjaran Pers Nomor: B-198/Set/Rokum/MP 01/08/2020 https://www.kemenpppa.go.id/index.
php/page/read/29/2828/menteri-pppa-penuhi-hak-anak-dukung-pemberian-asi-ekslusif



https://www.kemenpppa.go.id/index.%20php/page/read/29/2828/menteri-pppa-penuhi-hak-anak-dukung-pemberian-asi-ekslusif
https://www.kemenpppa.go.id/index.%20php/page/read/29/2828/menteri-pppa-penuhi-hak-anak-dukung-pemberian-asi-ekslusif
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implementasinya terhadap anak juga terlaksana dengan baik mereka
berupaya untuk saling memberikan proses pengasuhan kepada beberapa
anggota keluarga lain, bukan berarti orang tua lepas tanggung jawab
namun mereka juga ingin anak mereka dengan kondisi disabilitas
tersebut bisa menyessuaikan diri dengan orang sekitar mereka terutama
dalam lingkup keluarga.

Hal tersebut sesuai dengan beberapa peraturan undang-undang
yang menjelaskan tentang pememuhan hak anak dalam proses
pengasuhan, pemeliharaan, dan perawatan yang terdapat pada Pasal 19
Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak
mendapatkan pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan,
penganiayaan dan pengabaian.'® Dan juga terdapat pada Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 6
ayat (3) yang menerangkan bahwa penyandang disabilitas perlu
mendapatkan perawatan dan pengasuhan guna untuk menjamin
kelansungan hidupnya.**’

b. Pemenuhan hak anak disabilitas dalam kepemilikan harta benda
Berdasarkan data dilapangan yang menjelaskan tentang pemenuhan
hak anak dalam kepemilikan harta. Dalam implementasinya orang tua
memang tidak langsung memberikan hak atas kepemilikan harta benda
karena salah satunya tertelak pada umur mereka yang masih belum bisa

mengambil alih dalam pengelolaan harta benda, namun beberapa orang

16 Shehzad Noorani, Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak, 2018.  https://www.unicef.
org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak
Y97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
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tua sudah menetapkan beberapa harta benda atas kepemilikan anaknya.
Hal tersebut sebenarnya bukan hal yang utama namun dengan adanya
hak kepemilikan harta benda ini membuat anak bisa mengetahui apa saja
harta benda yang menjadi haknya dan mana yang bukan. Terutama
kepemilikan harta benda bagi penyandang disabilitas yang notabene
mempunyai alat bantu untuk pempermudah kegiatan mereka sehari-hari
biasanya orang tua sudang menetapkan siapa hak dari kepemilikan harta
benda tersebut.

Hal ini relevan dengan pendapar Sudarsono menyatakan bahwa
kekuasaan orang tua kepada anak ada dua macam yakni kekuasaan
kepada pribadi anak dan kekuasaan kepada harta kekayaan anak. Orang
tua berkuasa dalam harta kekayaan anak dengan cara memberikan
kekuasaan tersebut sesuai dengan kebutuhan anaknya.'%® Dilanjut dengan
penjelasn Yusdani bahwa hak kepemilikan merupakan pengukhusan
harta benda kepada seseorang yang orang tersebut sepenuhnya dalam
penguasaannya.'®

f. Pemenuhan Hak anak disabilitas untuk memperoleh pendidikan
Data dari lapangan yang menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak
dalam mendapatkan Pendidikan sudah dilakukan dengan baik dan sudah
cukup. Orang tua mulai menyekolahkan anak penyandang disabilitas
pada sekolah yang sesuai yakni sekolah luar biasa mulai dari sekolah

dasar sampai sekolah menegah atas. Kemudian setelah bersekolah

1981 etezia Tobing, Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak” di akses pada 29
Desember 2021 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It513205ad78e35/kekuasaan-
orang-tua-terhadap-harta-kekayaan-anak

109 yusdani, “Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam”, A-Mawarid Edisi IX Tahun
2003. 59. https://media.neliti.com/media/publications/42567-1D-sumber-hak-milik-dalam-
perspektif-hukum-islam.pdf
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https://media.neliti.com/media/publications/42567-ID-sumber-hak-milik-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/42567-ID-sumber-hak-milik-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf
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ditingkat umum selesai pada sore para orang tua mengantar anak untuk
mengikuti TPQ di beberapa tempat dan mushola di daerah rumahnya. Hal
tersebut membuktikan bahwa orang tua menyadari tentang kemampuan
dan batasan anak tapi mereka tetap berupaya untuk tetapa memberikan
Pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka.

Hal ini sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undang
tentang anak dan penyandang disabilitas yang menjunjung tinggi arti
Pendidikan. Tercantum pada Konvensi Hak Anak pada pasal 23 bahwa
setiap anak didabilitas berhak atas pendiidkan, pelatihan dna
perlindungan khusus agar dapat menjalani kehidupan secara penuh, lalu
di tambah pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas
Pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar yang tersedia gratis,
Pendidikan menengah yang dapat diakses, dan anak anak didukung untuk
menempuh Pendidikan hinggi ke jenjang yang lebih tinggi.**°

2. Kendala yang dihadapi keluarga dalam implementasi pemenuhan hak
anak penyandang disabilitas di keluarga (studi kasus anak penyandang
di kabupaten lumajang)

Dari hasil penyajian data diatas melalui tahapan wawancara,
observasi, dan dokumentasi yang sesuai dengan rumusan masalah yang
sudah ada. Maka dalam melaksanakan implementasi pemenuhan hak anak
penyandang disabilitas di keluarga (studi kasus anak penyandnag disabilitas

(studi kasus anak penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang).

10shehzad Noorani, Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak, 2018. https://www.unicef.org
/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak
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Dalam pelaksanaan pemenuhan tersebut terdapat beberapa kendala
dalam proses implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas
yang berada pada orang selaku pemberi pemenuhan hak-hak anak dalam
keluarga. Berikut beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan
hak asuh anak penyandang disabilitas sebagai berikut:

a. Faktor Pendidikan Orang tua

Data dilapangan menunjuk bahwa salah satu kendala dalam
implementasi pemenuhan hak anak dalam keluarga adalah pendidikan
orang tua. Tinggi dan rendahnya pendidikan orang tua membuat
pengaruh yang besar dalam proses pemenuhan hak anak. Pendidikan
berhubungan dengan tingkat pengetahuan seseorang. Sebagai bukti orang
tua dengan tingkat kelulusan sekolah dasar kurang banyak mengetahui
tentang hak-hak anak dan panyandang disabilitas, mereka hanya
berpecau pada kondisi mereka yang seperti itu tidak mau belajar dan
explore tentang hal lain. Namun ternyata juga ada orang tua yang masih
mau belajar seputar dengan kondisi keluarganya terutama kondisi anak
mereka sebagai penyandnag disabilitas.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa Pendidikan
sebagau usaha dan rencan seseorang untuk menuwujdkan suasana belajar

dan proses pembelajaran.*** Pendidikan orang tua bisa sebagai tolak ukur

“Pendidikan Sebagai Tolok Ukur dalam Meningkatkan taraf Hidup Generasi
Muda”, Indonesia Approach Education, 24 Juni 2020. https://www.ia-


https://www.ia-education.com/2020/06/24/pendidikan-sebagai-tolak-ukur-dalam-meningkatkan-taraf-hidup-generasi-muda/
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dalam melakukan proses tapi berbeda denga orang tua yang kondisinya
sama namun orang tua tersebut memiliki keinginan untuk belajar dalam
memberikan proses pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

b. Faktor ekonomi orang tua

Sesuai dengan data lapangan yang telah dipaparkan oleh peneliti
menunjukan selain faktor Pendidikan terdapat faktor lain yang bisa
menjadi kendala dalam proses implementasi pemenuhan hak anak
penyandang disabilitas pada keluarga. Setiap keluarga memang memiliki
tingkatan ekonomi yang berbeda-beda ada yang cukup dan ada tercukupi.
Dari segi orang yang cukup mereka sedikit kesulitan dalam melakukan
pemenuhan hak anaknya terutama bagi anaknya yang penyandang
disabilitas karena dalam prosesnya orang tua cenderung sederhana dan
terpacu dengan kondisinya yang sekarang (miskin). Berbeda dengan
orang tua yang berada di tingkat ekonomi yang tercukupi karena orang
tua dengan mudah melakukan pemenuhan hak anak penyandang
disabilitas. Mereka cenderung memilih sesuatu dengan kuantitas yang
lebih tinggi untuk kualitas yang baik.

Hal tersebut relevan dengan pernyataan Abdulsyani menyatakan
bahwa kondisi sosial adalah hubungan antar anggota dalam peran dan
saling mempengaruhi, kondisi ekonomi juga juga merupakan kegiatan
untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini menyebabkan

bahwa status sosial ekonomi merupakan sebuah peran yang harus

education.com/2020/06/24/pendidikan-sebagai-tolak-ukur-dalam-meningkatkan-taraf-hidup-
generasi-muda/
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dimiliki sesorang dalam kelompok masyarakat karena hal tersebut
seseorang bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan tingkat
pencapaiannya.''? Kita juga bisa melihat dari beberapa kondisi keluarga
yang tercukupi dapat membeli barang-barang atau alat bantu untuk anak
mereka yang penyandang disabilas dengan uang pribadi mereka dan
berbeda dengan kondisi keluarga yang cukup biasanya menunggu
bantuan atau subsidi dari pemerintah sebagau penunjang kondisi
ekonomi mereka.
c. Faktor Keluarga

Dari data dilapangan menujukkan bahwa keluarga juga bisa
menjadi kendala dalam pelaksaan pemenuhan hak anak penyandang.
Keluarga terbentuk atas beberapa unsur mulai dari ayah, ibu, anak, dan
mungkin apabila ada saudara. Namun apabila dari unsur tersebut tidak
ada maka pemenuhan hak anak penyandang disabilitas juga akan
mengalami hambatan. Dalam keluarga sendiri kita semua saling
berkaitan mulai dari ayah yang berkaitan dengan ibu atau ibu berkaitan
dengan ayah dan anak berkaitan kedua orang tua. Dan apabila bila salah
satu dari mereka tidak lengkap maka bisa jadi belum dikatakan keluarga.

Hal tersebut dikemukakan oleh Wenny Hulukati bahwa lingkungan
keluarga memiliki peran penting dalam pemenuhannya dan keutuhan

keluarga juga berdampak baik terhadap tumbuh kembang anak. Dengan

112 R. Nunung Nurwati, Zahra Putri Listan, “Kondisi Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhdapa

Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak”, Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad.
Share: Social Work Jurnal, VOLUME: 11 NOMOR: 1, HALAMAN 74-80. 76.
http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/33642/15897
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utuhnya keluarga membuat orang tua juga mengetahui tentang tumbuh
kembang anak mereka bisa tau mengenai perkembangan anak,
komunikasi anak dan kreativitas potensi diri anak. Memang tidak
keluarga itu utuh ada beberapa kasus yang tidak utuh keluarga, dalam
prosesnya masih bisa terlaksana namun dalam hal merasa kurang karena

harus melakukannya sendirian.**3

. Faktor Lingkungan Masyarakat

Dari penjabaran data dilapangan, selain faktor dari internal yakni
dari segi keluarga, ekomoni keluarga dan Pendidikan keluarga. Namun
ada hal lain yakni lingkungan masyarakat sebagai faktor eksternal
sebagai kendala dan hambatan dalam pemenuhan hak anak penyandang
disabilitas. Apabila lingkungan dan masyarakat tidak mendukung
mengenai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sama halnya
dengan mereka tidak mendukung tentang pemenuhan hak-hak anak,
karena hak yang harus di pemenui adalah hak tentang anak. Lingkungan
dan masyarakat harusnya menjadi mendukung setelah keluarga dalam
pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas agar pemenuhan yang
telah dilaksanakan dengan baik dan teratur di dalam keluarga dapat

berguna di luar yakni dalam jangkauan masyakarat luas.

3 Wenny Hulukati, “Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak”, MUSAWA,

Vol,

7 No. 2 Desember 2016: (265-282). 267-268. https://media.neliti.com/media/

publications/114008-1D-peran-lingkungan-keluarga-terhadap-perke.pdf
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Hal ini relevan dengan pernyataan Abdul Rahman* bahwa
masyarakat harusnya diberi pemahaman tentang penyandang. Karena
selain dukungan internal penyandang diaabilitas juga perlu dukungan
eksternal yakni dari masyarakat, salah satu halnya dengan membantu
beberapa kegiatan misalkan mengantarkan sekolah, membantu dalam
berjalan, atau hal-hal yang sekiranya sulit dilakukan oleh penyandang
disabilitas. Bukan hanya pihak keluarga dan orang tua saja yang senang
mengenai dukungan atau bantuan tersebut namun bagi para penyandang
disabilitas terutama anak penyandang disabilitas mereka akan merasa

percaya diri dengan dukungan-dukungan tersebut.

14 Abdul Rahman, Persepsi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kelurahan Bongki
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar. 7. https://ojs.unm.ac.id/JSB/article/download/22982/11798
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraijan data dan temeuan tentang Implementasi
Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Keluarga (Studi Kasus Anak
Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lumajang), maka maka dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di
Keluarga (Studi Kasus Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten
Lumajang)?

Dalam implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di
keluarga dengan anak penyandang disabilitas terdapat beberapa hal yang
dapat di ambil dari prosesnya seperti memberikan kebutuhan kepada anak
dari berbagai macam kategori mulai dari memberikan kebutuhan untuk
anak, memberikan mereka sekolah yang layak, sebagi I1bu juga memberikan
kebutuhan asi untuk anaknya sampai membuatkan mereka akta kelahiran
agar mereka bisa hidup secara aman dan legal di dunia ini. Proses
pemenuhan hak anak yang berasal dari Kabupaten Lumajang berasal dari
Dinas Sosial yakni Rehabilitasi Sosial yang bertujuan untuk membantu dan
memenuhi para penyandang sosial termasuk anak penyandang disabilitas.

2. Kendala dalam proses implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang
Disabilitas di Keluarga (Studi Kasus Anak Penyandang Disabilitas di
Kabupaten Lumajang)?

Kendala yang dialami oleh keluarga itu sebenarnya relatif dan tidak
semua keluarga mengalami kendala yang sama. Kendala tersebut ada

karena memang berasal dari faktor keluarga itu sendiri mulai dari
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rendahnya Pendidikan orang tua yang menyebabkan kurangnya
pengetahuan atas hak-hak anak penyandang diabilitas yang harus penuhi
atau pengetahuan lainnya untuk menunjang pemenuhan hak anak
penyandang disabilitas, kemudian dari segi ekonomi yang mana dua
informan berasal dari keluarga yang yang kurang mampu yang
menyebabkan hal tersebut bisa menghambat tentang pemenuhan hak anak
penyandang disabilitas. kemudian ada faktor keluarga atau keutuhan
keluarga yang bahwasannya keluarga mencari pusat perhatian paling utama
dalam proses pemenuhan hak namun ketidak utuhan ini membuat anggota
keluarga tidak bisa saling berkaitan dan berhubungan karena kurang
lengkap atau tidak utuhnya keluarga. Yang terakhir ada yang berasal dari
luar keluarga yakni lingkungan masyarakat yang mana masih ada juga yang
tidak mendukung tentang pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang
dilakukan diluar keluarga. mereka seakan acuh dengan kegiatan-kegiatan
atau hal-hal yang berhubungan dengan penyandang disabilitas.

B. Saran
Dari hasil studi dan analisis penelitian tentang pemenuhan hak anak
penyandang disabiltas yang tertulis dalam skripsi ini, maka kiranya penulis
menyebutkan saran anjuran yang bisa saja bermanfaat untuk para pihak.

1. Untuk orang tua hendaknya memiliki pemikiran luas tentang kebutuhan
anaknya, agar segala sesuatu yang belum berpenuhi dapat segera terpenuhi
kebutuhan anak bukan hanya tentang bersekolah, makan, tidur, atau tempat
tinggal. Sekiranya kebutuhan untuk menunjang anak tersebut merasa

dirinya di anggap sebagai manusia yang berada.
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. Keluarga tidak ada tentang orangtua dan anak, namun didalam nya terdapat
beberapa anggota lain. Harusnya anggota keluarga juga mendukung dan
ikut serta dalam melakukan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas
ini.

. Untuk para penyandang disabilitas, dengan kondisi apappun hal tersebut
merupakan takdir dari Allah SWT. Hendaknya kalian untuk tetap tabah,
ikhlas dan sabar dengan kondisi seperti ini karena bagaimanapun hal
tersebut adalah ujian Allah SWT yang maha sempurna.

. Lingkungan masyarakat masih belum mendukung secara utuh tentang
pemenuhan hak penyandang disabilitas. Maka dari itu marilah lebih belajar
untuk menghargai tentang kekurangan orang lain dan mendukung dengan
baik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

. Pemerintah Kabupaten Lumajang terutama Dinas Sosial lebih meningkat
tentang kesejahteraan sosial terutama untuk pemenuhan hak-hak anak

penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas khusus.
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